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ABSTRAK

Nama : Devina Sagita Ratnaningtyas
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Y uridis Terhadap Klausula Baku yang Tercantum dalam

Syarat dan Ketentuan Berlangganan Mobile Internet XL dan
Smartfren Terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen

Pencantuman klausula baku bukan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun UUPK mengatur mengenai klausula
baku yang dilarang. Dalam skripsi ini dibahas apakah terdapat klausula baku yang
dilarang dalam syarat dan ketentuan berlangganan mobile internet XL dan
Smartfren. Dibahas pula bagaimana akibat hukum terhadap pencantuman klausula
baku tersebut dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen bila
terjadi kerugian.

Kata kunci:
Perlindungan Konsumen, Klausula Baku

ABSTRACT
Name : Devina Sagita Ratnaningtyas
Study Program: Law
Title : Review on Standard Clausesin Terms and Conditions of XL and

Smartfren Mobile Internet Subscribe in accordance with Law No.
8 Year 1999 concerning Consumer Protection

The inclusion of standard clause is not forbidden by Law of Consumer Protection.
But this law regulating the forbidden standard clause. In this thesis shows whether
there is forbidden standard clause in terms and conditions of XL and Smartfren
Mobile Internet Subscribe. Also discussed how the legal consequences from
inclusion of standard clause and how consumer’s remediesin the event of loss.

Key Words:
Consumer Protection, Standard Clauses
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian
hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada
konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang dapat
dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh
teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang
sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang/jasa yang
dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.

Redlitas tersebut menjadi tantangan yang positif dan sekaligus negatif.
Dikatakan positif karena kondis tersebut dapat memberikan manfaat bagi
konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya.
Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa
sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negetif karena kondisi tersebut
menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah dibandingkan posisi pelaku usaha.?

Dengan semakin berkembangnya zaman, semakin kompleks pula kebutuhan
masyarakat. Salah satu kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan atas akses
informasi dan telekomunikasi. Perkembangan di bidang teknologi telekomunikasi
dapat menyebabkan perubahan di masyarakat. Salah satu jenis dari teknologi
telekomunikas tersebut adalah internet. Dengan adanya teknologi internet,
pengetahuan masyarakat akan menjadi lebih mau. Kini internet telah menjadi
sesuatu hal yang sangat melekat di masyarakat.

Perkembangan internet ini memang luar biasa. Pada tahun 1998 sga
diperkirakan lebih dari 100 (seratus) juta orang yang terhubung ke internet dan
jumlah ini meningkat 2 (dua) kali lipat pada tahun 1999 dan diperkirakan akan
terus meningkat. Indonesia yang untuk pertama kali terhubung dengan internet

pada tahun 1993, pada tahun berikutnya saja telah mempunyai 32 (tiga puluh dua)

! Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2008),
Hal. 2.

2 |bid, Hal. 2-3.
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network yang terhubung ke internet. Jumlah ini memang mash Kkecil
dibandingkan pada saat yang sama dimana Amerika Serikat mempunyai 14.782,
Jepang mempunyai 1.097, dan Jerman mempunyai 1.220 network yang terhubung
keinternet.?

Tidak dapat disangkal bahwa kebutuhan masyarakat akan internet semakin
meningkat. Telah banyak masyarakat yang memiliki koneks internet di
rumahnya. Tidak hanya di rumah, namun kini masyarakat membutuhkan koneksi
internet secara mobile, yang dapat dinikmati dengan menggunakan ponsel atau
pun komputer jinjing di mana pun mereka berada. Perusahaan-perusahaan kini
telah menyediakan jasa layanan internet yang dapat dinikmati secara mobile. XL
dan Smartfren merupakan contoh dari penyediajasa mobile internet.

XL adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia.
Mula beroperasi secara komersia segjak 8 Oktober 1996, XL saat ini adalah
penyedia layanan seluler dengan jaringan yang luas dan berkualitas di seluruh
Indonesia bagi pelanggan ritel (Consumer Solutions) dan solusi bagi pelanggan
korporat (Business Solutions). XL satu-satunya operator yang memiliki jaringan
serat optik yang luas. XL telah meluncurkan XL 3G pada 21 September 2006,
layanan telekomunikasi selular berbasis 3G pertama yang tercepat dan terluas di
Indonesia. XL dimiliki secara mayoritas oleh Axiata Group Berhad (“Axiata
Group”) melalui Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (dahulu Indocel
Holding Sdn Bhd) (66,6%) dan sisanya Emirates Telecommunications
Corporation (Etisalat) melalui Etisalat International Indonesia Ltd. (13,3%) serta
publik (20,1%). Sebagai bagian dari Axiata Group bersama-sama dengan Aktel
(Bangladesh), HELLO (Cambodia), Idea (India), MTCE (lran), Celcom
(Malaysia), Multinet (Pakistan), M1 (Singapore), Samart (Thailand) dan Diaog
(Sri Lanka), menjadi yang terbaik di wilayah Asia.*

PT Smartfren Telecom, Thk. adalah operator penyedia jasa telekomunikas
berbasis teknologi CDMA yang memiliki lisens selular dan mobilitas terbatas

(fixed wireless access), serta memiliki cakupan jaringan CDMA EV-DO (jaringan

% Asril Sitompul, Hukum Internet (Pengenalan mengenai Masalah Hukum di Cyberspace),

* Sekilas tentang X L, http://www.xl.co.id/about-us

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Devina Sagita Ratnaningtyas, FH Ul, 2012.



mobile broadband yang setara dengan 3G) yang terluas di Indonesia. Smartfren
juga merupakan operator telekomunikasi pertama di dunia yang menyediakan
layanan CDMA EV-DO Rev. B (setara dengan 3,5G dengan kecepatan unduh s.d.
14,7 Mbps) dan operator CDMA pertama yang menyediakan layanan Blackberry.
Jasa dan layanan Smartfren memiliki nilai-nilai (values) yaitu sebagai mitra yang
terbailk bagi pelanggan dengan menawarkan solusi yang cerdas dalam layanan-
layanan telekomunikasi untuk meningkatkan pengalaman hidup pelanggan dalam
berkomunikasi. Sebagai operator CDMA yang menyediakan jaringan internet
kecepatan tinggi bergerak (mobile broadband) yang terluas di Indonesia,
Smartfren berkomitmen untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi yang
terjangkau bagi masyarakat dengan kualitas terbaik.”

Untuk berlangganan mobile internet pada kedua penyedia jasa internet
tersebut terdapat syarat dan ketentuan yang harus disetujui oleh konsumen. Syarat
dan ketentuan tersebut merupakan klausula baku yang dibuat dan dicantumkan
oleh pelaku usaha. Produsen atau pelaku usaha sebagai pihak yang membuat
klausula baku tersebut memperkirakan apabila terjadi suatu masalah, maka dalam
klausula tersebut pihak produsen atau pelaku usaha telah mempersiapkan syarat-
syarat khusus untuk menghindarkan diri mereka dari beban tanggung jawab, atau
tuntutan/gugatan dari pihak lawannya.®

Klausula baku dibuai secara sepihak oleh pihak pelaku usaha atau
produsen. Dalam hal ini terlihat suatu kondisi yang timpang dimana pihak
produsen atau pelaku usaha adalah pihak yang lebih diuntungkan dari klausula
tersebut dibandingkan pihak konsumen. Pada dasarnya klausula baku tidaklah
seldu merugikan konsumen. Klausula baku juga terkadang mengandung
ketentuan yang saling menguntungkan para pihak. Sebagai contoh adalah klausula
baku yang bertujuan untuk ketertiban dan kenyamanan konsumen. Namun dalam
prakteknya, pada kebanyakan kasus klausula baku sering digunakan para pelaku

usaha dengan tujuan untuk lebih menguntungkan pihak mereka sendiri.’

® Tentang PT Smartfren Telecom, Tbk., http:/www.smartfren.com/aboutsf.html

® Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media,
2002), Hal. 94.

" Yusuf Shofie, 21 Potensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan Hak Konsumen, Cet. 1,
(Jakarta: Lembaga Konsumen Jakarta-PIRAC, 2003), Hal. 70.
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Di Indonesia, klausula baku diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK,
khususnya pada Pasal 18. Pasal 18 mengatur mengenai is klausula baku yang
dilarang, penempatan klausula baku yang dilarang, dan akibat hukum bagi
perjanjian yang di dalamnya tercantum klausula baku yang dilarang. Adapun
tujuan dari diaturnya klausula baku daam UUPK adalah untuk melindungi
konsumen dari akibat negatif yang dapat merugikan konsumen yang diakibatkan
oleh penerapan klausula baku tersebut.

Klausula baku yang dilarang yang paling sering ditemui adalah klausula
yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini juga berarti
bahwa pihak pelaku usaha berupaya untuk menghindari tanggung jawab untuk
memberikan ganti kerugian. Dalam Pasal 7 huruf f UUPK dinyatakan bahwa salah
satu kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sementara itu dalam Pasal 4 huruf h UUPK
dinyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesual
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Tidak semua klausula baku merugikan konsumen. Dibuatnya klausula baku
dalam perjanjian dimaksudkan untuk menghemat waktu dan biaya dalam
melakukan perjanjian. Namun tidak jarang klausula baku dapat merugikan
konsumen, antara lain disebabkan oleh pengalihan tanggung jawab oleh pelaku
usaha.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk
menulis skripsi dengan judul “ Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Baku yang
Tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Berlangganan Mobile Internet XL
dan Smartfren Terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen”
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1.2  Rumusan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang
tersebut di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang perlu
diperhatikan lebih lanjut, yakni sebagal berikut:

1. Bagaimana is klausula baku yang tercantum pada syarat dan ketentuan
berlangganan internet pada penyedia jasa mobile internet XL dan
Smartfren ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana akibat hukum dari pencantuman klausula baku pada syarat dan
ketentuan berlangganan internet pada penyedia jasa mobile internet XL
dan Smartfren?

3. Bagamana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas
pencantuman klausula baku pada syarat dan ketentuan berlangganan
internet pada penyedia jasa mobile internet XL dan Smartfren tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tujuan
tersebut adalah:
A. Tujuan Umum

Mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen pada syarat dan ketentuan berlangganan internet
pada penyediajasa mobile internet XL dan Smartfren.
B. Tujuan Khusus

1. Mengetahui bagaimana is klausula baku yang tercantum pada syarat dan
ketentuan berlangganan internet pada penyedia jasa mobile internet XL
dan Smartfren;

2. Mengetahui bagaimana akibat hukum dari pencantuman klausula baku
pada syarat dan ketentuan berlangganan internet pada penyedia jasa mobile
internet XL dan Smartfren;

3. Mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas
pencantuman klausula baku pada syarat dan ketentuan berlangganan

internet pada penyediajasa mobile internet XL dan Smartfren.
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Definisi Operasional
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa istilah, dan

untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi berikut diuraikan beberapa

istilah yang digunakan selama penulisan skripsi ini:

1

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.®
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.®

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melaui perjanjian
menyel enggarakan kegiatan usaga dalam berbagai bidang ekonomi.*°

Jasa adalah setigp layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.™
Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang
telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian
yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.*?

Perjanjian adalah suatu peristiwva dimana seseorang berjanji kepada
seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan suatu hal, dimana dari peristiwa tersebut timbullah suatu

hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

8 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN

Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821, Pasal 1 angka 1.

° Ibid., Pasal 1 angka 2.
%1pid., Pasal 1 angka 3.
" 1bid., Pasal 1 angka5.
2 1pid., Pasal 1 angka 10.

13 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 1984), Hal. 1.
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15 Metode Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk
mengetahui dan memahami segala kehidupan, atau lebih jelasnya pendlitian
merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, menguji,
serta mengembangkan ilmu pengetahuan.**

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat |ebih terarah dan
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka perlu dipergunakan metode
penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan klausula baku yang
tercantum pada syarat dan ketentuan berlangganan internet pada penyedia jasa
mobile internet XL dan Smartfren ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan penelitian normatif, karena
objek dalam penelitian ini adalah asas-asas hukum tertulis.*® Data yang digunakan
pada penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan
kepustakaan dan tidak dengan pengamatan lapangan langsung.*® Data sekunder
yang dipergunakan berasal dari bahan primer dan bahan sekunder.

Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder yang
digunakan antara lain buku-buku mengenai hukum perlindungan konsumen, hasil-
hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum.*’

Fokus dari penelitian ini adalah menjawab pokok permasalahan yang
digukan dengan melihat ketentuan mengenai klausula baku yang terdapat dalam
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis akan

meneliti peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian sengketa, juga

14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: Ul Press, 2010), Hal.
250.

> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Sngkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985), Hal. 24.

1% Sri Mamudiji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Depok: FHUI, 2005),
Hal. 6.

7 5ri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Hal. 31.
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sanksi.'® Dalam penelitian penulis akan mengkaji klausula baku yang tercantum
pada syarat dan ketentuan berlangganan internet pada penyedia jasa mobile
internet XL dan Smartfren ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini dapat dikelompokkan sebagal penelitian yang menggunakan
pendekatan kualitatif bukan kuantitatif. Pendekatan ini digunakan dengan maksud
untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dengan mengutamakan

kualitas sumber data yang diperoleh daripada kuantitasnya.™

16  Sistematika Penulisan

Dalam membahas masalah pada skripsi ini serta untuk mencapai tujuan
penulisan tersebut di atas, penulis menyusun sistematika penulisan dengan
membagi pokok-pokok tulisan dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan ini
secara garis besar adalah sebagai berikut:
BAB 1 Pendahuluan
Menguraikan latar belakang permasalahan, ruang lingkup, tujuan dari penulisan,

kerangka konsepsional, metode penulisan dan tentang sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
Penulis akan menguraikan prinsip, teori, dan aspek hukum perlindungan
konsumen. Asas dan tujuan, pihak-pihak dalam hukum perlindungan konsumen,
hak dan kewagjiban konsumen serta pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi
pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen, juga sanksi bagi pelanggaran
UUPK.

BAB 3 Tinjauan Umum tentang Klausula Baku
Menguraikan pengertian dari klausula baku, pengaturan klausula baku dalam

UUPK, fungs perjanjian baku, bentuk klausula bakum ciri-ciri perjanjian baku,

'8 penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Disampaikan pada
kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia oleh Dian
Puji N. Simatupang, Depok 21 November 2010. Pendekatan perundang-undangan meneliti aturan
hukum yang menjadi dasar penelitian.

9 |bid., Hal. 22.
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klausula baku berdasarkan hukum perjanjian, perjanjian dengan klausula

eksonerasi, dan berlakunya perjanjian dengan klausula baku.

BAB 4 Andisis terhadap Klausula Baku yang Tercantum pada Syarat dan
Ketentuan Berlangganan Internet pada Penyedia Jasa Mobile Internet XL dan
Smartfren

Berisikan analisis terhadap klausula baku yang tercantum pada syarat dan
ketentuan berlangganan internet pada penyedia jasa mobile internet XL dan
Smartfren dilihat dari isi dan bentuknya dan ditinjau dari UUPK.

BAB 5 Penutup
Merupakan kesimpulan dari hasil penulisan yang penulis rangkum, serta

akan dikemukakan pula saran-saran sehubungan dengan masalah yang penulis
bahas.
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BAB 2
TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI INDONESIA

2.1 Pengertian dan Batasan Hukum Perlindungan Konsumen
Dari segi istilah, dalam berbagai literatur ditemukan dua istilah mengenai
hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum
perlindungan konsumen. Kedua istilah ini seringkali disamaartikan, namun ada
pula yang membedakannya dengan mengatakan bahwa baik mengenai substansi
maupun mengenai penekanan luas lingkupnya adalah berbeda satu samalain.®
Menurut Az. Nasution, Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan
Konsumen merupakan 2 (dua) istilah yang berbeda. Hukum Konsumen adal ah:
“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan
masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara
penyedia dan penggunanya, dalam hubungan bermasyarakat”.**
Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen adal ah:
“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi
konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan
produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya,
dalam kehidupan bermasyarakat”.?
Dari definis mengena hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen
tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah
bagian khusus dari hukum konsumen.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pun berjudul Undang-Undang tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK), dan bukan Undang-Undang tentang
Konsumen. Dalam UUPK dijelaskan bahwa Perlindungan K onsumen adalah:

2 N.H.T Siahaan, Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab
Produk, (Jakarta: Panta Rei, 2005), Hal. 30.

2t Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Hal. 22.

2 | pid.
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“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen” .

Rumusan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai benteng untuk meniadakan
tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pelaku usaha hanya demi untuk
kepentingan  perlindungan  konsumen. Kesawenang-wenangan  akan
mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya
memberikan jaminan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan
dalam UUPK dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih
berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam Hukum Privat
(Perdata) maupun bidang Hukum Publik.*

Namun demikian sesungguhnya baik istilah hukum konsumen maupun
hukum perlindungan konsumen tidak perlu dibedakan®, hal ini dikarenakan dua
sebab, yaitu pertama, jika membicarakan hukum dalam hubungannya dengan
konsumen atau hukum dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen,
maka keduanya tentu tidak akan luput dari pembahasan mengenai hak-hak
konsumen, kepentingannya, upaya-upaya pemberdayaannya, atau kesetaraannya
dalam hukum dengan pihak pelaku usaha.

Kedua, karena seluruh kaidah hukum di negeri ini dapat hadir dan tunduk di
bawah sebuah payung hukum dasar yang bersumber dari Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Pancasila dan UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber
hukum nasional, yang secara filosofis memberikan perlindungan keadilan bagi
semua bangsa dan golongan di negeri ini, termasuk dalam hal hukum konsumen.
Dengan demikian, pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan
konsumen pada hakikatnya tidak perlu dibedakan satu samalain.®

% |ndonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1
angkal.

2 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2005), Hal. 1-2.

% N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab
Produk, Hal. 33.

% | bid.
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Mengingat sifatnya yang seringkali berhubungan dengan bidang atau cabang
hukum lainnya, hukum perlindungan konsumen dapat memasuki baik ranah
hukum publik, maupun hukum privat.?’

Ranah yang dimasuki hukum perlindungan konsumen dalam hukum privat
adalah:

- Hukum perdata, khususnya mengenai perikatan, yakni mengena aspek-
aspek kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha.

- Hukum bisnis atau hukum perdata niaga, khususnya mengenai
pengangkutan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), monopoli dan
persaingan usaha, asuransi, dan lain-lain.

Adapun ranah yang dimasuki hukum perlindungan konsumen dalam hukum
publik adalah:

- Hukum pidana, dalam hal kriminalisasi dalam berbagai ketentuan standar,
isi, takaran, label, etiket, pengelabuan dalam promosi, iklan, lelang,
pencantuman klausula baku, dan lain-lain.

- Hukum administrasi, dalam hal ketentuan sanksi administratif.

- Hukum tata usaha negara, dalam ha kewenangan pejabat-pejabat

perizinan dan pengawasan.

2.2 Asasdan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam setiap undang-undang yang dibuat biasanya didasari sejumlah asas
atau prinsip dasar.”® Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang
dan peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas tersebut dikesampingkan, maka
bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksanaannya akan runtuh.?
Mertokusumo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut:

“...bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan

merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar

?" Ibid., Hal. 34.

% Menurut Wojowasito, kata “asas’ ialah dasar atau alas(an); sedangkan kata “prinsip”
merupakan sinonimnya. Lihat: S. Wojowasito, Kamus Bahasa Indonesia (dengan gjaan yang
disempurnakan menurut pedoman Lembaga Bahasa Nasional), (Bandung: Shinta Dharma, 1972),
Hal. 17 dan 227.

%y usuf Shofie, 21 Potensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan Hak Konsumen, Hal. 21.
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belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap
sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan
putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditenukan dengan
mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit
tersebut.” %

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 UUPK, Perlindungan konsumen diselenggarakan

sebagal usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam

pembangunan nasional, yaitu:

1

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha
secara keseluruhan.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil.

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil
ataupun spiritual.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atau keamanan dan keselamatan kepada konsumen
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang dikonsumsi atau digunakan.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin
kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam Pasa 2 UUPK, jika diperhatikan
substansinya, maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu:**

1996),

% sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
Hal. 5-6.

31 Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, Hukum Perlindungan Konsumen, Hal. 26.
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1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan
keselamatan konsumen,

2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan,

3. Asas kepastian hukum.
Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga
ide dasar” atau “tiga nilai dasar hukum”, yang dapat dipersamakan dengan asas
hukum.** Sebagai asas hukum, maka dengan sendirinya menempatkan asas ini
sebagai rujukan pertama kali dalam pengaturan perundang-undangan maupun
dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan
konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Asas keseimbangan dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat
hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Yang dimaksud dengan kepentingan
pemerintah di sini adalah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang
kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak, tetapi melalui berbagai
pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan.

Menyangkut asas keamanan dan kesdlamatan konsumen yang
dikelompokkan ke dalam asas manfaat, hal ini dikarenakan keamanan dan
keselamatan konsumen merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan
perlindungan yang diberikan kepada konsumen di samping kepentingan pelaku
usaha secara kesel uruhan.

Dari kelima asas perlindungan konsumen seperti yang tercantum pada Pasal
2 UUPK tersebut, dikatakan bahwa perlindungan konsumen diibaratkan sebagai
sekeping uang logam yang memiliki dua sisi berbeda. Di satu sisi, akan berkenaan
dengan konsumen, sedangkan sisi yang lain berkenaan dengan pelaku usaha. Dan
duasisi itu tak bisa dipisahkan satu samalainnya.®

Kecuali asas keempat, dalam Penjelasan Pasal 2 disebutkan kepentingan
konsumen dan kepentingan pelaku usaha pada keempat asas lainnya. Tidak

% Ibid.

¥ Yusuf Shofie, 21 Potensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan Hak Konsumen, Hal. 23-
24.
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disebutkannya kepentingan pelaku usaha pada asas yang keempat, yakni asas
keamanan dan keselamatan konsumen menunjukkan bahwa perwujudan
kepentingan ini tidak boleh semata-mata dimanipulas motif “prinsip ekonomi
pelaku usaha” (mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya seminimal
mungkin).* Artinya, motif yang semata-mata hanya untuk memupuk keuntungan
(laba) dengan mengabaikan keamanan dan keselamatan konsumen dalam
mengkonsumsi produk barang dan/atau jasatidak dibenarkan.

Dalam UUPK telah diatur bahwa tujuan dari perlindungan konsumen
adalah:®

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengadung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

f.  Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan konsumen.

Ketentuan Pasal 3 UUPK mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen,

sekaligus membedakan tujuan umum yang dikemukakan dengan ketentuan Pasal 2

¥ Di daam Penjelasasn Umum UUPK, antara lain dinyatakan: “... tidak mudah
mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah
mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal yang seminimal mungkin.
Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak
langsung”.

* Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.
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UUPK.*® Keenam tujuan khusus tersebut dikelompokkan ke dalam tiga tujuan
hukum secara umum. Rumusan huruf ¢ dan huruf e termasuk ke dalam tujuan
hukum untuk mendapatkan keadilan. Tujuan untuk memberikan kemanfaatan
dapat terlihat pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f. Terakhir tujuan
kepastian hukum terlihat dalam huruf d.>’

Tujuan perlindungan konsumen tersebut merupakan is pembangunan
nasional yang menjadi sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan
pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Keenam tujuan tersebut
hanya dapat tercapai secara maksimal, apabila didukung oleh keseluruhan
subsistem perlindungan yang diatur dalam UUPK, tanpa mengabaikan fasilitas
penunjang dan kondisi masyarakat.*®

2.3 Pihak-Pihak dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam hukum perlindungan konsumen terdapat pihak-pihak yang terlibat di
dalamnya.
2.3.1 Konsumen

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu consumer. Dalam bahasa
belanda, istilah konsumen disebut dengan consument. Konsumen secara harfiah
adalah “orang yang memerlukan, membelanjakan atau mengggunakan; pemakal
atau pembutuh.”*

Pengertian konsumen sendiri telah dirumuskan secara khusus dalam Pasal 1
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

140

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

% Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, Hukum Perlindungan Konsumen, Hal. 34-35.
¥ Ibid.
* Ibid.

% N.H.T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Cet. 1,
(Bogor: GrafikaMardi Y uana, 2005), Hal. 23.

“ | ndonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1
angka 2.
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Daam pengertian sehari-hari sering dianggap bahwa yang disebut konsumen
adalah pembeli (Inggris. buyer, Belanda: koper). Pengertian konsumen secara
hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli. Bahkan kalau disimak secara cermat
pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir 2 UUPK, di
situ tidak ada disebut kata pembeli.**

Selanjutnya berbagai pengertian konsumen dapat diklasifikasikan menjadi
tigabagian, yaitu:

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanf aat
barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.

2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang
dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang dan/atau jasa
lain untuk memperdagangkannya dengan tujuan komersial. Konsumen
antaraini sama dengan pelaku usaha.

3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang
dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga
atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.*?

UUPK mengatur mengenai perlindungan bagi konsumen akhir. Konsumen akhir
dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:*

1. Pemaka adalah setiap konsumen yang memaka barang yang tidak
mengandung listrik atau elektronika, seperti pemakaian pangan, sandang,
papan, alat transportasi, dan sebagainya;

2. Pengguna adalah setigp konsumen yang menggunakan barang yang
mengandung listrik atau elektronika seperti penggunaan lampu listrik,
radio tape, TV, ATM, dan sebagainya;

3. Pemanfaat adalah setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa

konsumen, seperti: jasa kesehatan, jasa angkutan, jasa pengacara, jasa

“'N.H.T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Hal. 24.

“2 Az, Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42, <www.pemantauperadilan.com>, diakses 10 Januari
2012.

“ |stilah tersebut ditafsirkan oleh Tim Hukum Perlindungan Konsumen yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, tentang pembentukan Tim Penelaah Peraturan

Perundang-undangan di bidang hukum dalam rangka Reformasi Hukum Dep. Kehakiman No.
M59PR09. 04 Tahun 1998, Jakarta 1 Desember 1998.
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pendidikan, jasa perbankan, jasa transportasi, jasa rekreasi, dan
sebagainya.

2.3.2 Pelaku Usaha

Menurut UUPK, yang dimaksud dengan pel aku usaha adal ah:
“setigp perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ekonomi.”**

K elompok pelaku usaha dibagi menjadi tiga, yaitu:*

a. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai
kepentingan usaha seperti perbankan, usahaleasing, dan lain-lain;

b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduks barang
dan/atau jasa dari barang-barang dan.atau jasa-jasa lain (bahan baku,
bahan tambahan/penolong, dan lain-lain);

c. Distributor, vyatu pelaku ussha yang mendistribuskan atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa seperti pedagang retail, pedagang
kaki lima, supermarket, toko, dan lain-lain.

2.3.3 Pemerintah

Dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen, pemerintah
merupakan pihak terkait yang memiliki peranan penting. Pembinaan dan
pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan
tanggung jawab pemerintah, yakni menjamin diperolehnya hak dan kewajiban

konsumen dan pelaku usaha, serta dapat membentuk peraturan perundang-

“ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1
angka 3.

“ |SEl, Penjabaran Demokrasi Ekonomi: Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan
Presiden Soeharto, (Jakarta: ISEI, 1990), Hal. 8.
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undangan yang terkait dengan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen.
Pembinaan itu sendiri dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.*®

Pemerintah mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap
perlindungan konsumen agar dapat mengetahui apabila pelaku usaha lalai untuk
memperhatikan  rambu-rambu  larangan  untuk  memproduksi  dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa*’ Pengawasan oleh Pemerintah
dilakukan sejak barang diroduksi hingga beredar di pasar.”® Pada prinsipnya
pengawasan barang beredar dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota. Apabila
melibatkan beberapa Kabupaten/Kota diharapkan koordinasi dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Tingkat |, dan jika berskala nasional maka koordinasi
dilakukan oleh pusat.*

Adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan
perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUPK, didasarkan pada
kepentingan yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
bahwa kehadiran negara untuk menyejahterakan rakyat.”® Adanya tanggung jawab
pemerintah dalam pembinaan penyel enggaraan perlindungan konsumen tidak lain
dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen memperoleh haknya.>

Untuk mewujudkan tujuan UUPK, pemerintah bertanggung jawab atas
pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen (Pasal 29 ayat (1) UUPK).
Dalam hal ini Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya melipuiti
bidang perdagangan dan/atau Menteri teknis terkait lainnya (Pasal 29 ayat (2) jo.
Pasal 1 butir 13 UUPK) adalah Menteri Perdagangan.®

“6 Eni Suhaeni, Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaran Perlindungan Konsumen,
Koran Tempo, 28 Juli 2003.

4 Aman Sinaga, Sjauh Mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen Melindungi
Konsumen, Koran Tempo, 14 Agustus 2004.

“8 Eni Suhaeni, Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaran Perlindungan Konsumen.
“ bid.

% Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, Hukum Perlindungan Konsumen.

*! Ibid., Hal. 181.

%2 Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi, Cet. 1, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2002), Hal. 31.
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Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) UUPK, pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:*
a. Tercipta iklim usaha dan tumbuhnya hubungan sehat antara pelaku usaha
dan konsumen;
b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
Dalam Pasal 30 UUPK, pemerintah diserahi tugas melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dihubungkan dengan penjel asan Pasal 30 ayat (3)
UUPK, pengawasan dilakukan dengan cara penelitian pengujian dan/atau survei,
terhadap aspek yang meliputi pemuatan informas tentang risiko penggunaan
barang, pemasangan label, pengiklanan dan lain-lain.>*

2.4 Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha
2.4.1 Hak Konsumen

Konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi
ekonomi yang hak-haknya sering diabailkan (oleh sebagian pelaku usaha).
Akibatnya, hak-hak konsumen perlu dilindungi.

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sgumliah hak dan
kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang
bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika
ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan
menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk
memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam sgja
ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.>®

> |bid.

> Ibid., Hal. 187.

*® Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Hal. 22.
* Ibid.
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Pasad 4 UUPK menyebutkan bahwa hak-hak yang diterima seorang

konsumen adal ah:

a

24.2

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan;

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturam perundang-undangan

lainnya.

Kewajiban Konsumen
Setiap hubungan hukum di bidang perdagangan barang dan/atau jasa pasti

melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Oleh karena itu, UUPK tidak
hanya mengatur hak konsumen tetapi juga kewajiban-kewgjibannya. Pasal 5

UUPK menyebutkan mengenai kewajiban-kewajiban konsumen, yaitu:

a

b.

C.

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa;

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
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d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan
prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan
keselamatan, merupakan hal yang penting. Sering pelaku usaha telah
menyampaikan peringatan secara jelas mengena informasi suatu produk, akan
tetapi konsumen mengabaikannya. Maka apabila terjadi kerugian akibat kesalahan
pemakaian suatu produk, maka hal tersebut bukan tanggung jawab pel aku usaha.®’

Kewgjiban konsumen untuk beriktikad baik dalam melakukan transaksi
pembelian barang dan/atau jasa merupakan hal yang sangat vital dalam suatu
perjanjian jual beli. Iktikad baik adalah suatu asas yang dikenal dalam hukum
perjanjian. Iktikad baik yang dimaksud adalah iktikad yang sebaik-baiknya dan
sgjujur-jujurnya dalam melakukan transaksi seperti contohnya tidak memberikan
uang palsu dalam bertransaksi.

Kewagjiban konsumen untuk membayar sesuai nilai tukar merupakan
kewgjiban yang sangat lumrah dan sudah semestinya dilakukan karena hal itu
merupakan bentuk pemenuhan prestasi dari konsumen dalam suatu perjanjian jual
beli. Apabilatidak, maka konsumen (pembeli) telah berbuat wanprestasi.

Kewagjiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
perlindungan konsumen secara patut merupakan kewajiban yang digunakan untuk
mengimbangi hak konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
perlindungan konsumen secara patut.

Jelaslah bahwa melalui UUPK diharapkan sengketa antara konsumen
dengan pelaku usaha akan dapat ditekan sekecil mungkin asalkan konsumen
betul-betul sadar akan kewajibannya antaralain dengan:*®

a. Tetap kritis dan waspada terhadap iklan dan promosi serta jangan mudah
terbujuk;
b. Teliti sebelum membeli;

c. Biasakan belanja dengan sesuai rencang;

" Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, Hukum Perlindungan Konsumen, Hal. 48.

% Budiyono, Kepada Siapa Konsumen Mengadu, Koran Tempo, 16 Agustus 2004.
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d. Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek
keamanan, keselamatan, dan kesehatan,;

e. Tetaplah membeli sesua kebutuhan dan kemampuan;

f. Memperhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa, termasuk
nama barang, ukuran, berat bersih, nama dan aamat pelaku usaha,
komposisi, nomor pendaftaran, kode produksi, petunjuk cara pemakaian,

dan petunjuk cara penggunaan.

2.4.3 Hak Pelaku Usaha

UUPK tidak hanya mengatur hak-hak konsumen tetapi juga mengatur
perilaku pelaku usaha sehingga secara tidak langsung juga akan turut
mempengaruhi perilaku dunia usaha untuk mel akukan persaingan yang lebih sehat
dan jujur. Untuk mengatur perilaku pelaku usaha, maka Pasal 6 UUPK telah
mengatur hak-hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur sebagal berikuit:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondiss dan nila  tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;
Hak ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih
banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada
konsumen tidak atau kurang memadai menuntut harga berlaku pada
umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa
terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya |ebih rendah daripada
barang serupa, maka para pihak perlu menyepakati harga yang lebih
murah. Dengan demikian hak ini adalah harga yang wajar.

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beriktikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;
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Menyangkut hak pelaku usaha pada butir b, ¢, d merupakan hak-hak yang
lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/pengadilan dalam tugasnya
melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan
perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabakan
kepentingan pel aku usaha dapat dihindari.>

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan undang-
undang lainnya juga mengatur hak-hak pelaku usaha. Berkenaan dengan
berbagai undang-undang tersebut, maka harus diingat bahwa UUPK
merupakan payung bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan

perlindungan konsumen.®

2.4.4 Kewajiban Pelaku Usaha
Sebagal konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian
terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu:
a Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha
merupakan salah satu asas yang dikena dalam hukum perjanjian. Di dalam
UUPK pelaku usaha diwagjibkan beriktikad baik dalam melakukan
kegiatan usahanya, sedangkan konsumen diwajibkan beriktikad baik
dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa. Penekanan iktikad baik
lebih kepada pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam
melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewgjiban
pelaku usaha beriktikad baik dimulai sgak barang dirancang/diproduksi

sampai pada tahap purna jual penjualan. Bagi konsumen, kemungkinan

% Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, Hukum Perlindungan Konsumen, Hal. 51.

% | bid.
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untuk dapat merugikan produsen dimulai pada saat melakukan transaksi
dengan produsen.®

b. Memberikan informas yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondis dan
jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau di perdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai

dengan perjanjian.

2.5 Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha diatur dalam Bab 1V
UUPK, yang terdiri dari 10 pasal, mulal dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Jika
dirunut, terlihat bahwa pada dasarnya seluruh larangan yang berlaku bagi pelaku
usaha pabrikan juga dikenakan bagi pelaku usaha distributor, dan tidak semua
larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha distributor (dan/atau jaringannya)
dikenakan bagi pelaku usaha pabrikan.®?

Ketentuan Pasal 8 merupakan satu-satunya ketentuan umum, yang berlaku
secara general bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha pabrikan atau distributor di

® |bid., Hal. 54.

%2 Gunawan Widjgja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Cet. 3,
(Jakarta: Gramedia, 2003), Hal. 37.
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Negara Republik Indonesia® Dalam Pasa 8 UUPK, yang termasuk perbuatan-
perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha adalah:*
1. Peaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang

dan/atau jasa yang:

a

Tidak memenuhi atau tidak sesua dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;

Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket
barang tersebuit;

Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, kestimewaan, atau
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau
keterangan barang dan/atau jasa tersebult;

Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan,
gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan
dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan.atau jasa
tersebut;

Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana
pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;

Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi,
aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan
alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang

menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

% 1bid.

% Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8.
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j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan
barang dalam bahasa Indonesia sesual dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau
bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secaralengkap dan benar
atas barang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan
yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan
informasi secaralengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2)
dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib

menariknyadari peredaran.

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 UUPK dapat
dibagi dalam dualarangan, yaitu:®
1. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat atau
standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakal atau dimanfaatkan
oleh konsumen;
2. Larangan mengenal ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak
akurat yang menyesatkan konsumen.

Selanjutnya Pasal 9-17 UUPK mengatur mengenai aturan hukum yang harus
ditaati oleh pelaku usaha periklanan. Dimana Pasal 9-13 UUPK berhubungan
dengan berbaga macam larangan dalam mempromosikan dan menawarkan
barang dan/atau jasa tertentu, sedangkan ketentuan Pasal 17 UUPK mengantur
larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan periklanan dalam
memproduks iklan. Terkait dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
adalah ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK mengena klausula baku.
Klausula baku tidak dilarang bagi pelaku usaha sepanjang tidak memenunhi
ketentuan pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK.

% Gunawan Widjaja dan Ahmad Y ani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Hal. 38-
30.
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2.6 Sistem Pembuktian Terbalik

Konsumen pada umumnya tidak mengetahui tentang proses pembuatan
produk barang dan/atau jasa. Demikian pula tidak mengetahui tentang pendanaan
produk, maupun kebijakan distributor produk tersebut. Karena itu sangat berat
bagi konsumen untuk membuktikan sesuatu kesalahan atau cacat produk yang
dilakukan oleh produsen atau distributornya. Merupakan ha yang wajar apabila
pelaku usaha dibebani pembuktian sesuatu produk yang menimbulkan kerugian
harta benda, cacat tubuh atau bahkan kematian konsumen. Tujuan dari
pembuktian adalah untuk mendapatkan kebenaran, yang menegakkan hukum dan
membela korban.*®

Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 22 UUPK (untuk perkara pidana)
dan Pasal 28 UUPK (untuk perkara perdata). Pembuktian terbalik ini merupakan
cara bagi pelaku usaha untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan dalam
dirinya yang mengakibatkan kerugian harta benda, cacat tubuh atau bahkan
kematian pada konsumen. Jadi apabila terdapat sengketa konsumen, produsen
harus membuktikan bahwa produsen telah melakukan proses produksi sesuai
dengan prosedur yang ada.®’

2.7 Penyelesaian Sengketa Konsumen
Suatu sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan atau pendapat
antara para pihak tentang hal tertentu. Satu pihak merasa dirugikan hak-haknya
oleh pihak yang lain, sedang yang lain tidak merasa demikian.®® Az. Nasution
memberikan definisi mengena sengketa konsumen, yaitu:
“ Sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha
(publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa
konsumen, tertentu”.%°
Pasal 64 UUPK menyebutkan bahwa

% Soerjono Soekanto, Efektivikas Hukum dan Peranan Sanksi, (Bandung: CV Remadja
Karya, 1985), Hal. 54.

¢ Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Hal. 84.
% Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Hal. 221.

% |bid.
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“Segadla ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan

melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini

diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus

dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”."™

Oleh karena itu, setigp peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum

positif, tetap dapat digunakan dalam upaya perlindungan konsumen, sepanjang

tidak diatur secara khusus atau bertentangan dengan ketentuan dalam UU

Perlindungan K onsumen.”

Masdah penyelesaian sengketa dalam Undang-undang Perlindungan

Konsumen diatur secara khusus pada Bab X, dimula dari Pasal 45 sampai dengan

Pasal 48.

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha. Pasal 46

Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:
1. Gugatan atas pelanggaran pel aku usaha dapat dilakukan oleh:

a

Seorang konsumen vyang dirugikan atau ahli waris yang
bersangkutan;

Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang
memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang
dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan
didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai
dengan anggaran dasarnya;

Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa
yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi
yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

2. Gugatan yang digukan oleh sekelompok konsumen, lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d

digjukan kepada peradilan umum.

" |ndonesia, (b), Pasal 64.

™ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Hal. 222.
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3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau

korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

UUPK membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 (dua) bagian,

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:

a. Penyelesaian sengketa secara damai oleh pihak sendiri;

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal
45 ayat (1) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya
penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu
pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan atau badan
penyelesalan sengketa konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan
dengan UUPK. Dari penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK diketahui
bahwa UUPK menghendaki bahwa pada setiap tahap diusahakan untuk
menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang
bersengketa sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan
sengketa mereka melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) atau badan peradilan. Penyelesaian sengketa di luar
pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana. Bila upaya
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil
oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa, maka
dapat digjukan gugatan melalui pengadilan.

. Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu mela ui

BPSK dengan menggunakan mekanisme konsiliasi, mediasi atau
arbitrase;

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan
untuk mencapai kesepakatan mengena bentuk dan besarnya ganti rugi
dan/atau mengenai tindakan tertentu utnuk menjamin tidak akan terjadi

kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita

46.

"2 Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal
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konsumen. Penyelesaian sengketa dapat (bukan keharusan) ditempuh
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugas dan
wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 UUPK, yang diantaranya
meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian  sengketa
konsumen dengan cara medias atau arbitrase atau konsiliasi, dan juga
dapat menjatuhkan sanks administratif bagi pelaku usaha yang
melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku
usaha. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, serta pelaksanaan
atau penetapan eksekusinya harus meminta penetapan  dari
pengadilan.”
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan
tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Bahkan hasil putusan BPSK dapat dijadikan bukti permulaan bagi
penyidik.”™
Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) digjukan
konsumen secara lisan atau tertulis ke BPSK melalui Sekretariat BPSK
setempat.” Jika konsumen berhalangan, maka permohonan dapat
digjukan oleh ahli waris atau kuasanya.” Isi permohonan Penyel esaian
Sengketa Konsumen (PSK) memuat secara benar dan lengkap
mengenai:

a. ldentitas konsumen, ahli warisnya atau kuasanya disertai bukti

diri;
b. Namadan damat pelaku usahg;
Barang atau jasa yang diajukan;
d. Bukti perolehan, keterangan tempat, waktu dan tanggd

perolehan barang atau jasa yang dig ukan;

™ Gunawan Widjaja dan Ahmad Y ani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Hal. 74.

“1bid., Hal. 73.

™ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian
SengketaKonsumen, Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001, Pasal
15.

8 | bid.
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e. Saksi-saks yang mengetahui perolehan barang atau jasa, foto-
foto barang atau kegiatan pelaksanaan jasa, bilaada.”

Alat-alat bukti yang dapat digunakan di Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK), terdiri dari:

a. Barang dan/atau jasa;

b. Keterangan parapihak;

c. Keterangan saks dan/atau saksi ahli;

d. Surat dan/atau dokumen;

e. Bukti-bukti lain yang mendukung.”®
Dengan menggunakan pendekatan sistem UU  Perlindungan
Konsumen, maka sistem pembuktian yang digunakan di BPSK juga
sistem pembuktian terbalik.”
Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, serta pelaksanaan atau
penetapan eksekusinya harus meminta penetapan dari pengadilan.®
BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21
haru kerja setelah gugatan diterima.®* Isi putusan Majelis BPSK tidak
berupa penjatuhan sanksi administratif jika ternyata hasil penyel esaian
sengketa konsumen, baik dengan cara konsilias atau mediasi, telah
dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen
dan pelaku usaha.® Perjanjian tersebut dikuatkan dengan keputusan
Majelis BPSK. Dalam hal, hasil penyelesaian sengketa konsumen
dicapai melalui arbitrase, maka hasilnya dituangkan dalam bentuk
putusan Magelis BPSK, di mana di daamnya diperkenankan
penjatuhan sanksi administratif.

| bid., Pasal 16.
8 |bid., Pasal 21.

™ Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK: Teori dan Penegakan
Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 13.

8 Gunawan Widjgjadan Ahmad Y ani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Hal. 74.

8 |ndonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal
55.

8 yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK: Teori dan Penegakan
Hukum, Hal. 45.
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2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
Manakala upaya perdamaian telah gagal mencapai kata sepakat, atau para
pihak tidak mau lagi menempuh alternatif perdamaian, maka para pihak
dapat menempuh penyelesaian sengketanya melalui pengadilan dengan
cara
1. Pengguan gugatan secara perdata diselesaikan menurut instrumen
hukum perdata dan dapat digunakan prosedur:®
a. Gugatan perdata konvensiond;
b. Gugatan perwakilan/gugatan kelompok (class action);
c. Gugatan/hak gugat LSM/Or-Nop (legal standing);
d. Gugatan oleh pemerintah dan atau instansi terkait.
Setigp konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha
melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di
lingkungan peradilan umum. Dengan memerhatikan Pasal 48 UUPK,
penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada
ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Jadi dengan
demikian, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri,
dilakukan seperti halnya mengajukan gugatan snegketa perdata biasa,
dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian bak berdasarkan
perbuatan melawan hukum, gugatan ingkar janji/wanprestasi atau
kelalaian dari pelaku usaha/produsen yang menimbulkan cedera,
kematian atau kerugian bagi konsumen.®
Gugatan perdata ini digjukan melalui pengadilan negeri di tempat
kedudukan konsumen. Dengan berlakunya UUPK, sebagaimana diatur
daam Pasa 23, maka konsumen yang akan mengaukan gugatan

8 |ndonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal
46 ayat (2): Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau
huruf d digjukan kepada peradilan umum.

8 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum
Acara Serta Kendala Implementasinya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal. 126-
127.
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kepada pelaku usaha, tidak mengajukan gugatan melalui pengadilan
negeri di tempat kedudukan pelaku usaha yang menjadi tergugat,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR, tetapi digjukan kepada
pengadilan negeri di tempat kedudukan konsumen sebagal penggugat.
Dengan berlakunya UUPK, ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 45 UUPK ini
merupakan lex specialis terhadap HIR/RBg. Sesual dengan adagium
“lex specialis derogate lex generalis’, maka ketentuan khusus
menyimpangkan ketentuan umum, maka ketentuan Pasal 23 jo. Pasal
45 UUPK adalah ketentuan acara yang harus diterapkan dalam rangka
pengajuan gugatan oleh konsumen kepada pelaku usaha. Terhadap
putusan pengadilan negeri tersebut dapat digukan banding dan
kemudian kasasi, sebagai mana perkara perdata biasa ®

2. Penyelesaian sengketa konsumen secara pidana
Semua norma perlindungan konsumen dalam UUPK memiliki sanksi
pidana. Dalam pada itu, hukum pidana sebagai sarana perlindungan
sosial (social defence) bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan
masyarakat.*®

a. Pemeliharaan tertib masyarakat.

b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian dan
bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh
orang lain.

C. Memasyarakatkan kembali (resosidisas) para pelanggar
hukum.

d. Pemeliharaan/mempertahankan integritas pandangan-pandangan
dasar tentang keadilan sosia, martabat kemanusiaan dan
keadilan individu.

Sanksi pidana dalam UUPK dalam batas-batas tertentu dipandang
sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan

& |bid., Hal. 127.

% Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni,
1992), Hal. 166.
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kepentingan-kepentingan  tersebut, yang secara lebih khusus
kepentingan-kepentingan itu dirumuskan dalam hak-hak konsumen.®’
Penggunaan hukum pidana tidak hanya pragmatis, tetapi juga
berorientas pada nilai (value oriented). Adanya sanksi perdata dan
sanksi administras negara dalam UUPK merupakan sarana-sarana
nonpidana, yang diharapkan memiliki pengaruh preventif.®

Hukum pidana baru digunakan, bila instrumen-instrumen hukum
lainnya sudah tidak berdaya lagi untuk melindungi konsumen (ultimum
remedium). Sebaliknya, UUPK telah memulai paradigm baru, abhwa
hukum pidana digunakan bersama-sama dengan instrumen-instrumen
hukum lainnya (premium remediur).®

Ajaran teori formal tentang hukum yang menganggap semua orang
cukup berpendidikan untuk memahami hukum dan cukup rasiond
untuk menundukkan diri kepada hukum. Inilah yang selamaini sering
dilakukan para pelaku usaha untuk kepentingan hak-haknya secara
sepihak (one-sided) menundukkan konsumen pada ketentuan-
ketentuan yang telah dibuatnya dan diberlakukannya sendiri secara
sepihak, sebaliknya mengecualikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha
terhadap konsumen, seperti mengecualikan tanggung jawabnya atas
cacat-cacat produk.®

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, posisi tersangka atau
terdakwa ada pada pelaku usaha, baik perorangan atau korporasi. Peran
konsumen daam sistem peradilan pidana adalah sebaga halnya
korban-korban dalam perkara pidana lainnya, yaitu masih terbatas
sebagai saksi korban.**

8 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum
Acara Serta Kendala Implementasinya, Hal. 133.

% Ibid.

 1pid.

% Ibid., Hal. 135.

%! Saksi korban adalah korban peristiwa tindak pidana yang memberikan keterangan tentang
apa-apa yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri guna untuk kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan peradilan. (Pasal 1 angka 26 jo. Pasal 108 KUHAP)
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3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui instrumen Peradilan Tata
Usaha Negara dan melaui mekanisme hukum Hak Uji Materiil.
a. Penyelesaian sengketa konsumen melalui instrumen Peradilan Tata

Usaha Negara
Untuk mengajukan tuntutan sengketa konsumen kepada peradilan
tata usaha negara disyaratkan bahwa sengketa tersebut berawal dari
adanya suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual,
dan final. Konkret artinya, objek diputuskan dalam keputusan
TUN, tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, dan dapat
ditentukan, misalnya pemutusan aliran listrik di rumah konsumen
oleh PT (persero) PLN. Individual berarti, keputusan TUN tersebut
tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun
hal yang dituyu, misalnya surat pemutusan airan listrik
menyebutkan nama dan alamat konsumen. Fina berarti, akibat
hukum yang ditimbulkan serta maksud dalam putusan TUN harus
sudah merupakan akibat hukum yang definitif.*
Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) UUPK terkesan hanya
membolehkan gugatan konsumen ini, digjukan ke lingkungan
peradilan umum. Pembatasan ini jelas menghalangi konsumen
yang perkaranya mungkin menyentuh kompetensi peradilan tata
usaha negara.
Di Indonesia dengan Kepres No. 44 Tahun 2000, dibentuk Komis
Ombudsman Nasional, sebagai instansi independen yang
diperlukan untuk mengawas administrasi negara guna
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, berdasarkan asas
negara hukum serta kepatutan dan penghormatan hak asas
manusia, dengan tugas pokok Komisi Ombudsman Nasional
adalah:

% Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum
Acara Serta Kendala Implementasinya, Hal. 137.
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- Meéayani keluhan masyarakat atas keputusan atas tindakan
penyelenggaraan negara dan pemerinta yang dirasakan tidak
adil, tidak patut, merugikan, atau melawan hukum.

- Meningkatkan pengawasan terhadap institus dan instansi
pemerintahan, termasuk peradilan, dengan memberikan
klarifikasi, informasi, dan rekomendasi, kepada instans
terlapor yang diikuti dengan pengawasan terhadap
pel aksanaan rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional.

Keberadaan Ombudsman ini mempunya arti penting dalam
gerakan perlindungan konsumen. Diperkirakan akan banyak kasus-
kasus keluhan konsumen terhadap kualitas layanan publik yang
selama ini seperti mengalami jalan buntu, akan dapat dibantu
penyelesaiannya melalui komisi tersebut. Kiprah tim Ombudsman
ini juga diharapkan dapat mengatasi terputusanya akses masyarakat
konsumen terhadap pejabat atau badan pelaksana layanan publik
yang sering menutup diri. Kasus-kasus yang kerap menimbulkan
frustass masyarakat itu barangkali tidak terselesaikan karena
sebagian besar memang tidak dapat dikonstruksikan sebagai
sengketa tata usaha negara, atau kalaupun dapat digugat melalui
peradilan umum, konsumen sendiri segan menempuhnya karena
proses yang panjang dan berliku-liku.*®

b. Penyelesaian sengketa konsumen melalui mekanisme hukum Hak
Uji Materiil (judicial review)
Hak uji materiil lebih dikenal dengan sebutan judicial review yang
dalam Pasal 1 butir 1 PERMA Nomor 1 Tahun 1999 disebutkan,
“Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menguji
secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang, sehubungan dengan adanya gugatan atau
permohonan keberatan”. Sesuai dengan sebutan yang digunakan,
pada gugatan ada pihak tergugat, yaitu badan atau peabat Tata

% Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), Hal.
142.
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Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan peraturan perundang-
undangan objek gugatan. Sedangkan pada permohonan keberatan,
badan atau pejabat TUN yang menerbitkan peraturan perundang-
undangan objek gugatan tersebut, tidak diikutkan sebagai pihak.

Konsumen atau sekelompok konsumen dapat menggunakan
instrumen hukum hak uji materiil yang menyangkut kebijakan
berbagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

yang diduga bertentangan dengan UUPK.

28 Sanks terhadap Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan

Konsumen

Sanks atau hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Pada prinsipnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen adal ah
hubungan hukum keperdataan.®> Akan tetapi, sanksi pidana juga dapat diberikan
bagi pelanggar UUPK. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 45 ayat (3).
Sanksi-sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan
UUPK dapat ditemukan dalam Bab XIII dari mula Pasal 60-63, yang terdiri
dari:*®°
2.8.1 Sanksi Administratif

BPSK memiliki suatu hak khusus yang diberikan oleh UUPK yaitu
kewenangan untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan.”’
Adapun sanksi yang dapat dijatunkan BPSK adalah berupa penerapan ganti rugi
sampai setinggi-tingginya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap
pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap UUPK Pasal 19 ayat (2) dan
ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26, yaitu:

% Tim Penggjar Pengantar Hukum Indonesia, Materi Ajar Pengantar Hukum Indonesia,
(Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), Hal. 122.

% Gunawan Widjajadan Ahmad Y ani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Hal. 82.
% |bid., Hal. 83.

" Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal
60 ayat (1).
Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Devina Sagita Ratnaningtyas, FH Ul, 2012.



39

a. Tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada
konsumen dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang
dan/atau jasa yang sgienis maupun perawatan kesehatan atau pemberian
santunan atas kerugian yang diderita konsumen;

b. Terjadinyakerugian sebagal akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan
oleh pelaku usaha periklanan;

c. Pelaku usaha tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purna-jual, baik
dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharaannya serta pemberian

jaminan/garansi sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.

2.8.2 Sanks Pidana
2.8.2.1 Sanksi Pidana Pokok
Sanks pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan
oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh pelaku usaha. UUPK memunkinkan dilakukannya penuntutan
pidana kepada pel aku usaha dan/atau pengurusnya ™
Rumusan Pasal 62 UUPK menentukan bahwa pelaku usaha dan/atau
pengurusnya yang melakukan pelanggaran terhadap:
1. Pasal 8, mengenal barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang
telah ditetapkan;
2. Pasal 9 dan pasal 10 mengenai informasi yang tidak benar;
3. Pasal 13 ayat (2) mengena penawaran obat-obatan dan hal-hal yang
berhubungan dengan kesehatan;
4. Pasal 15 mengenai penawaran barang secara paksa (fisik);
5. Pasal 17 ayat (1) huruf a b, ¢, dan e mengena iklan yang memuat
informasi yang tidak sesual dengan kenyataan atau menyesatkan;
6. Pasal 18 mengenai pencantuman klausula baku.
Kesemuanya dapat dikenakan sanks pidana penjara paling lama lima tahun atau
pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

% Gunawan Widjaja dan Ahmad Y ani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Hal. 84-
85.

% |ndonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal
62.
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Untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dapat
dipidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (limaratus juta rupiah)'® dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 11 mengenai penjualan secaraobral atau lelang;
Pasal 12 mengena penawaran dengan tarif khusus;
Pasal 13 ayat (1) mengenai pemberian hadiah secara cuma-cuma;

A 0D P

Pasal 14 mengenai penawaran barang dan/atau jasa dengan memberikan
hadiah melalui cara undian;

Pasal 16 mengenai penawaran melalui pesanan;

o1

6. Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f mengenai produksi iklan yang bertentangan

dengan etika, kesusilaan, dan ketentuan hukum yang berl aku.

Pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau
kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku secara

umum. %

2.8.2.2 Sanks Pidana Tambahan

Ketentuan Pasal 63 UUPK memungkinkan diberikannya sanksi pidana
tambahan di luar sanks pidana pokok yang dapat dijatunkan berdasarkan
ketentuan Pasal 62 UUPK. Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan
berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran
ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian
konsumen, kewagjiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin

usaha. 1%

1% |bid., Pasal 62 ayat (2).
190 1hid., Pasal 62 ayat (3).

192 Gunawan Widjaja dan Ahmad Y ani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Hal. 86-
a7.
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BAB 3
TINJAUAN UMUM KLAUSULA BAKU

3.1 Pengertian Klausula Baku

Klausula baku umumnya dikenal sebagal perjanjian dengan syarat-syarat
baku. Klausula baku ini telah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak pelaku usaha
dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha sehingga isinya
sudah tentu lebih menguntungkan pelaku usaha sebagai pihak yang lebih kuat
kedudukannya sedangkan konsumen hanya dihadapkan pada 2 (dua) pilihan yaitu:

1. Apabila konsumen membutuhkan produk barang dan/atau jasa yang
ditawarkan kepadanya, maka setujuilah perjanjian dengan syarat-syarat
baku yang disodorkan oleh pelaku usaha (take it);

2. Apabila konsumen tidak menyetujui syarat-Syarat baku yang ditawarkan
tersebut maka jangan membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang
bersangkutan (leaveit).'®

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., Perjanjian Baku adalah
suatu perjanjian yang tumbuh sebaga perjanjian tertulis dalam bentuk formulir.
Perbuatan hukum yang sejenis yang selalu terjadi secara berulang-ulang dan
teratur yang melibatkan banyak orang, menimbulkan kebutuhan untuk
mempersiapkan isi perjanjian itu terlebih dahulu dan kemudian dibakukan dan
seterusnya dicetak dalam jumlah banyak, sehingga setiap saat mudah disediakan
jikamasyarakat membutuhkan.**

Prof. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa perjanjian baku adalah
perjanjian yang hampir seluruh klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya
dan pihak lain yang dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau

meminta perubahan.'®

103 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), Hal. 96-
97.

104 Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut
Perjanjian Baku (Standar), (Jakarta: Binacipta, 1986), Hal. 60.

1% gutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi
Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia:
Jakarta, 1993), Hal. 122.
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Menurut Gunawan Widjgja dan Ahmad Y ani, keuntungan kedudukan sering
diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku atau klausula baku dalam setiap
dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan
dari pihak lainnya. Dikatakan baku karena perjanjian atau klausula tersebut tidak
dapat dinegosiasikan oleh pihak 1ain.®

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUPK, definisi dari klausula baku adalah:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan

ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang

dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan
wajib dipenuhi oleh konsumen.” ™’

Memperhatikan ~ rumusan definis  klausula baku tersebut, tampak
penekanannya lebih tertuju pada prosedur pembuatannya yang dilakukan secara
sepihak oleh pelaku usaha, dan bukan isinya'® Berkenaan dengan prosedur
pebuatan ini sangat terkait dengan syarat sahnya perjanjian yaitu “kesepakatan
mereka untuk mengikaitkan dirinya” sebagamana diatur dalam Pasa 1320
KUHPerdata. Dalam penggunaan kontrak baku/klausula baku, kebebasan untuk
melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak
dilakukan sebebas dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan
melibatkan para pihak dalam menegosiasi klausula perjanjian.'®

3.2 Pengaturan Klausula Baku dalam UUPK
Daam Pasal 18 ayat (1) UUPK, diatur mengenai larangan bagi pelaku usaha
untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau

perjanjian, yang isinya antaralain:**°

1% Gunawan Widjaja dan Ahmad Y ani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Hal. 86-
87.

97 | ndonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1
angka 10.

1% persoalan tentang isi klausula baku akan dipersoalkan dalam ketentuan Pasal 18
Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1% Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, Hukum Perlindungan Konsumen, Hal. 19.

19 | ndonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal
18 ayat (1).
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a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
barang yang dibeli konsumen;

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelkau usaha baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan
sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara
angsuran;

e. Mengatur periha pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

f.  Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK dinyatakan bahwa |arangan pembuatan
atau pencantuman klausula baku tersebut dimaksudkan untuk menempatkan
kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan
berkontrak.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK disebutkan mengenai ketentuan
teknis dari pencantuman klausula baku yang isinya sebagai berikut: “Pelaku usaha
dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat
atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit
dimengerti”***. Contohnya huruf-huruf yang (lebih) kecil, ditempatkan di bagian-
bagian yang sulit terlihat atau penyusunan kalimatnya sulit dipahami kecuali
mereka yang telah memahami tentang persoa annya.

1 |bid., Pasal 18 ayat (2).
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UUPK berusaha untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat klausula
baku. Dalam penjelasan Pasal 18 UUPK, dikatakan bahwa larangan untuk
memasukkan klausula baku yang mengandung sesuatu yang akan mengakibatkan
kerugian konsumen, dimaksudkan untuk menempatkan konsumen sgjgjar dengan
pengusaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. UUPK memberikan batas
agar klausula baku tidak dibuat hanya mementingkan pihak penyediajasa sga.

Dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK diatur bahwa “setiap klausula baku yang
telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi
hukum”**2 Pengertian batal demi hukum menurut Subekti adalah “dari semula
tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan”**3,
Dengan berlakunya UUPK maka semua perjanjian yang dilakukan sgjak
berlakunya UUPK tidak boleh mencantumkan klausula baku yang dilarang sesuai
dengan Pasal 18 UUPK. Bila tetap dicantumkan atau dibuat, maka
konsekuensinya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi tujuan para
pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan
hukum adalah gagal.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (4) dinyatakan bahwa “pelaku usaha wajib
menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK”''*. Dengan
berlakunya UUPK, para pelaku usaha yang telah mencantumkan klausula baku
yang bertentangan dengan Pasa 18 UUPK tersebut diwajibkan untuk
menyesuai kan klausula baku sehingga tidak bertentangan dengan UUPK.

Pada prinsipnya, UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat
perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau
perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, sepanjang perjanjian
baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan kententuan
sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) serta tidak berbentuk sebagaimana

12 |bid., Pasal 18 ayat (3).
13 Subekti, Hukum Perjanjian,

4 | ndonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal
18 ayat (4).
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dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut™. Penggunaan klausula baku
merupakan kebebasan individu pelaku usaha untuk menyatakan kehendaknya
daam menjalankan usahanya. Dalam hal ini dimungkinkan dengan adanya
kebebasan berkontrak.

Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pencantuman atau pembuatan
klausula baku sesuai dengan Pasal 18 UUPK, maka sesua dengan Pasal 62 ayat
(1) UUPK, ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

3.3 Fungs Perjanjian Baku

Perjanjian baku memegang peranan penting dalam dunia usaha dan
perdagangan modern. Perjanjian ini biasanya dibentuk oleh pelaku usaha untuk
mengadakan berbagal jenis transaks khusus. Isinya ditetapkan agar dapat
digunakan lagi dalam perjnajian mengenai produk dan/atau jasa serupa dnegan
pihak-pihak lain tanpa harus melakukan perundingan berkepanjangan mengenai
Syarat-syarat yang senantiasa muncul. Maksudnya adalah untuk menghemat
waktu, tenaga, dan biays-biaya transaksi, juga agar dapat memusatkan perhatian
pada hal-hal khusus yang lebih penting. Bagi para pengusaha mungkin ini
merupakan cara untuk mencapal tujuan ekonomi yang efisien, praktis, cepat, dan
tidak bertele-tele.™*®

Selain itu, penetapan syarai-syarat baku dapat memberi keuntungan lain
bagi pelaku usaha. Perjanjian baku dapat melancarkan hubungan pelaku usaha
dengan sgjumlah langganan dan pemasok bahan baku, karena mereka tidak perlu
berunding terlebih dahulu setiap hendak melakukan transaksi.

3.4 Bentuk Klausula Baku

Berdasarkan pengertian klausula baku menurut UUPK, dinyatakan bahwa

klausula baku terdiri atas 2 bentuk yaitu:**’

15 Gunawan Widjaja dan Ahmad Y ani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Hal. 86-
57.

118 Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), Hal. 2.

7 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Hal. 95-96.
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1. Dalam bentuk perjanjian
Daam bentuk perjanjian, ia memang merupakan suatu perjanjian yang
konsep atau draft-nya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu
pihak; biasanya penjua dan/atau produsen. Perjanjian ini di samping
memuat aturan-aturan yang umumnya biasa tercantum dalam suatu
perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus baik berkenaan
dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan/atau
berakhirnya perjanjian itu. Dalam bentuk suatu perjanjian tertentu ia
memang merupakan suatu perjanjian, dalam bentuk formulir atau lain-lain,
dengan materi (Syarat-syarat) tertentu dalam perjanjian tersebut. Misalnya,
memuat ketentuan tentang syarat berlakunya kontrak baku, syarat-syarat
berakhirnya, syarat-syarat tentang risiko tertentu, hal-hal tertentu yang
tidak ditanggung dan atau berbaga persyaratan lain yang pada umumnya
menyimpang dari ketentuan yang umum berlaku. Berkaitan dengan
masalah berlakunya ketentuan syarat-syarat umum yang telah ditentukan
atau ditunjuk oleh perusahaan tertentu, termuat pula ketentuan tentang
ganti rugi, dan jaminan-jaminan tertentu dari suatu produk.
2. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan

Perjanjian ini dapat pula dalam bentuk-bentuk lain, yaitu syarat-syarat
khusus yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda
penjualan, kartu-kartutertentu, pada papan-papan pengumuman yang
diletakkan di ruang penerimaan tamu atau di lapangan, atau secarik kertas
tertentu yang termuat di dalam kemasan atau pada wadah produk
bersangkutan. Dalam bentuk termuat pada secarik kuitansi, bon, selembar
kertas tertentu, tanda penerimaan atau penyerahan barang lainnya, ia
berbentuk tulisan dengan kalimat-kalimat, antara lain: “barang sudah
dibeli tidak dapat dikembalikan” (biasanya termuat pada bon/kuitansi
pembelian barang-barang dari toko dan/atau kedai), “ganti rugi maksimum
10 x ongkos pengiriman’ (pada bon atau kuitans dari perusahaan
transportas pengangkut barang atau orang), “ganti rugi dalam bentuk
penggantian satu rol film baru” (biasanya pada toko pencuci dan pembuat

foto atau foto-studio), “barang-barang dalam mobil yang diparkir dan atau
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mobil hilang di luar tanggung jawab kami” (biasanya pada penyedia
tempat-tempat parkir kendaraan bermotor), “barang-barang yang dicuci
tidak dijamin apabila terjadi hal-ha tertentu” (biasanya pada
toko/perusahaan pencuci pakaian atau laundry), “barang-barang yang
dijamin sesuai dengan ketentuan-ketentuan tercantum pada surat/kartu
garans ini”, dan sebagainya. Biasanya huruf yang digunakan kecil-kecil
dan halus, sehingga sulit diketahui, kecuali mereka yang telah memahami

tentang persoalannya.

3.5 Ciri-Ciri Perjanjian Baku

Secara garis besar ciri-ciri  perjanjian baku menurut Mariam Darus

Badrulzaman antaralain;**®

1

3.
4.
5.

Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya)
kuat;

Masyarakat sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi
perjanjian;

Terdorong oleh kebutuhan, konsumen terpaksa menerima perjanjian itu;
Bentuk tertentu (tertulis);

Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan individual.

Sedangkan menurut Willian Statsky, perjanjian adhesi (perjanjian baku sepihak

dalam kepustakaan barat) mempunyai ciri-ciri sebagal berikut:
1.

119

Bentuk yang sudah dibakukan;

2. Menyangkut barang dan jasa konsumen;
3.
4. Pembeli tidak mempunyai kesempatan nyata untuk menawar Syarat-

Penjual berada dalam kedudukan yang lebih kuat dalam tawar-menawar;

syaratnya; perjanjian itu diberikan secara“ takeit or leaveit” ;
Pembeli tidak mempunyai kesempatan nyata untuk mencari perjanjian
yang lebih menguntungkan di tempat lain.

18 Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut

Perjanjian Baku (Standar), Hal. 65.

19 william Statsky, Legal Thesaurug/Dictionary, 2" reprint, (St.Paul, Minn:West

Publisihing, 1986). P. 24.
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3.6 Klausula Baku berdasarkan Hukum Perjanjian

Daam hukum perjngjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak. Asas
kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan pada setiap orang hak
untuk mengadakan berbagal kesepakatan sesuai dengan kehendak dan persyaratan
yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan syarat-syarat subyektif dan
obyektif tentang sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tetap
terpenuhi, yaitu:'%°

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu; dan,

4. Suatu sebab yang halal.
Selanjutnya undang-undang memberikan hak kepada setiap orang untuk secara
bebas membuat dan melaksanakan perjanjian, selama keempat unsur dalam Pasal
1320 KUHPerdata tetap terpenuhi. Pihak-pihak dalam perjanjian adalah bebas
menentukan aturan main yang mereka kehendaki dalam perjanjian tersebut, dan
selanjutnya untuk melaksanakannya sesual dengan kesepakatan yang telah
tercapal di antara mereka sepanjang para pihak tidak melanggar ketentuan
mengenai klausula yang halal. Artinya, ketentuan yang diatur dalam perjanjian
tersebut tidak bertentangan dengan peraturang perundang-undangan yang berlaku,
ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku umum di
dalam masyarakat.**

Kebebasan yang diberikan oleh asas kebebasan berkontrak menjadikan
hukum perjanjian sebagai suatu sistem hukum yang terbuka. Dengan didtem
terbuka, setiap orang dapat mengadakan sembarang perjanjian, bahkan dengan
bentuk-bentuk perjanjian lain selain yang diatur dalam K UHPerdata.'#

Asas kebebasan berkontrak sendiri mempunyai hubungan yang erat dengan

asas konsesualisme yang diatur dalam Pasa 1320 KUHPerdata. Asas

120 gubekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 39, (Jakarta:
Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1320.

12! Gunawan Widjaja dan Ahmad Y ani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Hal. 52.

122 Az, Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Hal. 60.
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konsesualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti
kemauan para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat
diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi.*?®

Dengan asas kebebasan berkontrak, lengkaplah sudah kebebasan setiap
orang untuk mengadakan perjanjian, termasuk perjanjian yang dipaksakan
kepadanya. Bila perjanjian diadakan oleh mereka yang seimbang kedudukannya,
baik itu kedudukan ekonomi, tingkat pendidikan, dan/atau kemampuan daya
saing, maka sedikit kemungkinan akan timbul permasalahan. Namun apabila
kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak yang lebih kuat akan
memaksakan kehendaknya pada pihak yang lebih lemah.**

Mariam Darus berpendapat bahwa perjanjian baku bertentangan dengan asas
kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab karena apabila ditinjau dari asas-
asas dalam sistem hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah
yang harus didahulukan. Namun dalam prakteknya, kedudukan pelaku usaha dan
konsumen sering tidak seimbang. Posisi monopoli dari pelaku usaha membuka

peluang |uas baginya untuk menyal ahgunakan kedudukannya.*?®

3.7 Perjanjian dengan Klausula Eksonerasi

Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang
dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri
untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas,
yang terjadi karenaingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.*?

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjngian sebagal
klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya
ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang

sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika

2 Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut
Perjanjian Baku (Standar), Hal. 67.

124 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Hal. 60.

15 Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut
Perjanjian Baku (Standar), Hal. 67.

126 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994), Hal. 47.
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dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh
produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.**’

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang,
maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas
untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam ha demikian,
pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan
tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku,
sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat, dirancang oleh para pihak yang
terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena
format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang
memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut
memuat klausula-klausula  yang menguntungkan baginya, atau
meringankan/menghapus  beban-beban/kewajiban-kewgjiban  tertentu  yang
seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Suharnoko, klausula eksonerasi atau dalam sistem common law
disebut dengan exculpatory clause, adalah kalusan yang mengalihkan tanggung
jawab dari satu pihak ke pihak lainnya, misalnya penjual tidak mau bertanggung
jawab atas kualitas barang yang dijualnya, sehingga dicantumkan klausula bahwa
barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.*®® Az. Nasution menyatakan
bahwa perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi menghilangkan tanggung jawab
seseorang atas suatu akibat dari persetujuan.*?®

Dalam suatu perjanjian ada kemungkinan dirumuskan klausula eksonerasi
karena keadaan memaksa atau karena perbuatan para pihak dalam perjanjian,
sebagai berikut:**

1. Eksonerasi karenakeadaan memaksa (force majeur)

127 Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, Hukum Perlindungan Konsumen, Hal. 114.

128 guharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal.
125.

129 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Hal. 109.

130 Muhammad Abdulkadir, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), Hal. 21-22.
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Kerugian yang timbul karena keadaan memaksa bukan tanggung jawab
para pihak, tetapi dalam syarat-syarat perjanjian dapat dibebankan kepada
konsumen sehingga pel aku usaha dibebaskan dari beban tanggung jawab.

2. Eksoneras karena kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak kedua
dalam perjanjian
Kerugian yang timbul karena kesalahan pelaku usaha seharusnya menjadi
tanggung jawab pengusaha. Hal ini dapat terjadi karena kelalaian dalam
melaksanakan prestasi. Tetapi dalam syarat-syarat perjanjian, kerugian
dibebankan kepada konsumen, dan pelaku usaha dibebaskan dari tanggung
jawab. Misalnya dalam perjanjian pengangkutan ditentukan bahwa barang
bawaan yang rusak atau hilang bukan menjadi tanggung jawab dari pihak
pengangkut.

3. Eksoneras karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga
Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya menjadi
tanggung jawab pengusaha, namun dalam syarat-Syarat perjanjian,
kerugian yang timbul dibebankan kepada pihak kedua, yang ternyata
menjadi beban pihak ketiga. Dalam hal ini pengusaha dibebaskan dari
tanggung jawab, termasuk juga terhadap tuntutan pihak ketiga.

Pada dasarnya pengaturan mengena klausula eksonerasi sendiri diatur dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK yang pada pokoknya mengatur bahwa klausula
eksonerasi dilarang penggunaannya. Pada peraturan yang lain yaitu pada Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur dalam Pasal 1493 dan Pasal 1494
KUHPerdata.

Pada pokoknya pengaturan pada pasa-pasa dalam KUHPerdata tersebut
mengatur bahwa para pihak berhak merundingkan tentang sgauh mana
pertanggungjawaban para pihak dalam suatu perjanjian. Pasal 1493 KUHPerdata
merumuskan bahwa kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-
persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan
oleh undang-undang ini, bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian
bahwa s penjual tidak akan diwgjibkan menanggung akan suatu apapun.

Dari pasal tersebut dapat dissmpulkan bahwa pengalihan tanggung jawab
sebenarnya diperbolehkan sepanjang terdapat perundingan atau kesepakatan
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antara para pihak. Pada dasarnya dibutuhkan kesepakatan para pihak bukan
keputusan sepihak. Namun demikian, yang sering terjadi dalam perjanjian baku,
bahwa pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha tidak didasarkan atas
perundingan, melainkan dilakukan secara sepihak oleh pihak pelaku usaha.

Lebih lanjut dalam KUHPerdata Pasal 1494 diatur bahwa meskipun telah
diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap
bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari sesuatu perbuatan yang
dilakukan olehnya; segala perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal.
Pengaturan ini bertujuan sebaga pembatasan bagi pengaturan pengurangan,
perluasan, atau pun pengalihan tanggung jawab. Berdasarkan pasal tersebut juga
dapat dissmpulkan bahwa sesungguhnya pelaku usaha tetap bertanggung jawab
atas segala apa yang diperbuatnya.

3.8 Berlakunya Perjanjian dengan Klausula Baku

Perjanjian dengan syarat-syarat baku terjadi dengan berbagal cara. Sampai
saat ini berlakunya perjanjian dengan syarat-syarat baku itu antara lain dengan
cara-cara:™*!

1. Memuatnya daam butir-butir perjanjian yang konsepnya telah
dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak biasanya oleh kalangan
pengusaha, bak itu produsen, distributor, atau pedagang eceran produk
bersangkutan. Pokoknya disediakan oleh si penyedia barang atau jasa yang
ditawarkan pada orang banyak (perhatikan kontrak-kontrak jual-beli, atau
beli-sewa kendaraan bermotor, perumahan, alat-alat elektronik, dan lain-
lain).

2. Dengan memuatnya dalam carik-carik kertas baik berupa tabel, kuitans,
bon, tanda terima barang atau lain-lain bentuk penjualan dan atau
penyerahan barang (perhatikan pada carik kertas’bon/atau tanda
penyerahan barang dari toko, kedai, supermarket, dan sebagainya).

3. Dengan pembuatan pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku di
tempat-tempat  tertentu, seperti di  tempat-tempat parkir atau di

31 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Hal. 97.
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hotel/penginapan dengan meletakkan atau menempelkan pengumuman itu

di mearuang penerimatamu atau di ruang duduk kamar yang disewakan.
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BAB 4
ANALISISKLAUSULA BAKU YANG TERCANTUM PADA SYARAT
DAN KETENTUAN BERLANGGANAN INTERNET PADA PENYEDIA
JASA MOBILE INTERNET XL DAN SMARTFREN

4.1 Hubungan Hukum

Sebelum menganalisis klausula baku yang tercantum pada syarat dan
ketentuan berlangganan internet pada penyedia jasa mobile internet XL dan
Smartfren, perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana hubungan hukum yang
terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini, hubungan hukum yang
terjadi antara pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan jual-beli. Jual-beli
adalan suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual)
berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang
lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah
uang sebagi imbalan dari perolehan hak milik tersebut.**

Perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan
dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Dalam
hal ini pihak penjua adalah penyedia jasa mobile internet, sedangkan yang
bertindak sebagal pembeli adalah konsumen pemanfaat jasa mobile internet.

Barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli harus cukup tertentu,
setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan
diserahkan hak miliknya kepada s pembeli. ** Yang menjadi obyek dari
perjanjian jua-beli ini adalah hak untuk memanfaatkan mobile internet yang
disediakan oleh penyedia jasa.

Unsur-unsur pokok (essentialia) perjanjian jual-beli adalah barang dan
harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian dalam
KUHPerdata, perjanjian jua beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya
“sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang
barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah.*** Dalam

132 Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. 10, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995), Hal. 1.
33 | bid., Hal. 2.
3% | bid.
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prakteknya, untuk berlangganan mobile internet pada penyedia jasa, terdapat
syarat dan ketentuan yang harus diterima oleh konsumen, yang mana syarat-syarat
tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu dan secara sepihak oleh penyedia jasa
selaku pelaku usaha. Syarat-syarat inilah yang dimaksud dengan klausula baku.
Dengan berlangganan mobile internet pada penyedia jasa, maka konsumen
dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.

4.2 Analisis Klausula Baku pada Syarat dan Ketentuan Berlangganan
Mobile Internet Berdasar kan Pasal 18 UUPK
4.2.1 Analisis Klasula Baku pada Syarat dan Ketentuan Berlangganan
Mobile Internet XL
4.2.1.1 Substans yang Dilarang Pasal 18 ayat (1) UUPK
1. Klausulabaku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
a. (angka 10) XL tidak menjamin bahwa layanan XL Internet TIDAK akan
mengalami gangguan
b. (angka 11) XL tidak akan bertanggung jawab atas setigp konten yang
diakses atau dipublikasikan dengan menggunakan Layanan XL Internet
c. (angka 12) XL tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian/kerusakan
pelanggan dalam menggunakan layanan XL Internet
Klausula tersebut telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf atentang larangan
menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Sebagaimana tertulis
dalam syarat dan ketentuan berlangganan, XL sebagai penyedia jasa
menolak untuk bertanggung jawab bila terdapat gangguan pada saat
koneksi, konten berbahaya yang diakses atau dipublikasikan, juga bila
terjadi  kerugian/kerusakan pada konsumen. Bila konsumen menjadi
pelanggan maka konsumen harus menyetujui bahwa pelaku usaha tidak
akan bertanggung jawab bilaterjadi kemungkinan-kemungkinan di atas. Hal
ini berarti bahwa pihak XL sebagai penyedia jasa telah menolak segala
kemungkinan untuk adanya tuntutan ganti rugi dari konsumen jika sewaktu-
waktu terjadi kerugian yang berupa gangguan pada saat koneksi, konten
berbahaya yang diakses atau dipublikasikan, juga bila terjadi
kerugian/kerusakan pada konsumen. Hal ini juga berarti bahwa pihak
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penyedia jasa berupaya untuk menghindari tanggung jawab untuk
memberikan ganti kerugian. Dalam Pasal 7 huruf f UUPK dinyatakan
bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti
rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sementara itu
dalam Pasal 4 huruf h UUPK dinyatakan bahwa konsumen berhak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagai mana mestinya.

. Klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan
yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan
yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen
memanfaatkan jasa yang dibelinya

a (angka 5) XL berhak untuk melakukan perubahan tarif, paket dan

program atas produk XL.

Klausula tersebut telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK tentang
larangan untuk menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa
yang dibelinya. Menurut penulis, dalam hal ini ada bentuk penekanan
kepada konsumen, yaitu konsumen harus menyetujui terlebih dahulu
mengenai adanya perubahan tarif, paket, dan program atas produk XL,
namun tidak diatur mengenai pemberitahuan terlebih dahulu kepada
konsumen mengenai perubahan-perubahan tersebut, konsumen dianggap

telah menyetujuinya.

4.2.1.2 Penempatan Klausula Baku yang Dilarang Pasal 18 ayat (2) UUPK

Daam Pasal 18 ayat (2) UUPK diatur bahwa pelaku usaha dilarang

mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak

dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

135

135 |ndonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal

18 ayat (2).
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Syarat dan ketentuan berlangganan mobile internet XL dapat dilihat dan
dibaca secara jelas pada website XL. Tidak ada huruf kecil yang mempersulit
konsumen untuk membacanya, juga tidak ada pengungkapan yang sulit
dimengerti. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penempatan klausula baku
pada syarat dan ketentuan berlangganan mobile internet XL tidak melanggar
ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK.

4.2.2 Analisis Klasula Baku pada Syarat dan Ketentuan Berlangganan

Mobile Internet Smartfren

4.2.2.1 Substans yang Dilarang Pasal 18 ayat (1) UUPK
1. Klausulabaku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha

a. (angka 9) Smartfren tidak bertanggung jawab terhadap: (a) is,
kebenaran, kerahasiaan dari dokumen/data yang dikirim/diterima (unduh
maupun unggah) oleh Pengguna melalui layanan akses data Smartfren
Connex; (b) kerugian Pengguna dan/atau pihak ketiga yang timbul
akibat penggunaan akses layanan Smartfren Connex, atau akibat-akibat
lain yang dialami oleh Pengguna, baik akibat langsung maupun tidak
langsung.

b. (angka 15) Smartfren tidak bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya
tingkat layanan akses data Smartfren Connex atau berkurangnya kualitas
layanan akses data Smartfren Connex atas penggunaan perangkat
modem atau perangkan telekomunikas lainnya selain  yang
diinformasikan oleh Smartfren.

Klausula tersebut telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a tentang larangan

menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Sebagaimana tertulis

dalam syarat dan ketentuan berlangganan, Smartfren sebagai penyedia jasa
menolak untuk bertanggung jawab terhadap isi, kebenaran, kerahasiaan dari
dokumen/data yang dikirim/diterima (unduh maupun unggah) oleh
pengguna melalui layanan akses data Smartfren Connex, bila terjadi
kerugian pengguna dan/atau pihak ketiga yang timbul akibat penggunaan
akses layanan Smartfren Connex, atau akibat-akibat lain yang dialami oleh
pengguna, baik akibat langsung maupun tidak langsung. Smartfren sebagai
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penyedia jasa juga tidak bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya tingkat
layanan akses data Smartfren Connex atau berkurangnya kualitas layanan
akses data Smartfren Connex atas penggunaan perangkat modem atau
perangkan telekomunikasi lainnya selain yang diinformasikan oleh
Smartfren. Hal ini berarti bahwa pihak Smartfren sebagal penyedia jasa
telah menolak segala kemungkinan untuk adanya tuntutan ganti rugi dari
konsumen jika sewaktu-waktu terjadi kerugian terhadap isi, kebenaran,
kerahasiaan dari dokumen/data yang dikirim/diterima (unduh maupun
unggah) oleh pengguna melalui layanan akses data Smartfren Connex, bila
terjadi kerugian pengguna dan/atau pihak ketiga yang timbul akibat
penggunaan akses layanan Smartfren Connex, atau akibat-akibat lain yang
dialami oleh pengguna, baik akibat langsung maupun tidak langsung, juga
atas tidak terpenuhinya tingkat |ayanan akses data Smartfren Connex atau
berkurangnya kualitas layanan akses data Smartfren Connex atas
penggunaan perangkat modem atau perangkan telekomunikasi lainnya
selain yang diinformasikan oleh Smartfren. Hal ini juga berarti bahwa pihak
penyedia jasa berupaya untuk menghindari tanggung jawab untuk
memberikan ganti kerugian. Dalam Pasal 7 huruf f UUPK dinyatakan
bahwa salah satu kewagjiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti
rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sementara itu
dalam Pasal 4 huruf h UUPK dinyatakan bahwa konsumen berhak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagai mana mestinya.

4.2.2.2 Penempatan Klausula Baku yang Dilarang Pasal 18 ayat (2) UUPK

Daam Pasal 18 ayat (2) UUPK diatur bahwa pelaku usaha dilarang

mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak

dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

136

138 | ndonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal

18 ayat (2).
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Syarat dan ketentuan berlangganan mobile internet Smartfren dapat dilihat
dan dibaca secara jelas pada website Smartfren. Tidak ada huruf kecil yang
mempersulit konsumen untuk membacanya, juga tidak ada pengungkapan yang
sulit dimengerti. Oleh karena itu dapat dismpulkan bahwa penempatan klausula
baku pada syarat dan ketentuan berlangganan mobile internet Smartfren tidak
melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK.

4.3 Perbandingan Klausula Baku antara Syarat dan Ketentuan

Berlangganan Mobile Internet “XL” dan “ Smartfren”

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya,
maka dapat dibuat suatu perbandingan mengenai pencantuman klausula baku pada

syarat dan ketentuan berlangganan mobile internet “XL” dan “Smartfren” yang

akan disajikan dalam bentuk tabel

XL Smartfren
Jumlah Klausula Baku | 14 poin 25 poin
Hal-Hal yang Diatur - Perpanjangan - Definis paket
langganan internet
- Faktor kecepatan | - Pengenaan tarif
koneksi - Larangan
- Areaberlaku paket mengalihkan,
- Perubahan tarif, menjual, dan/atau
paket, dan program memindahtangankan
- Waktu perpanjangan | - Tanggung jawab
langganan pengguna
- Penghentian - Pernyataan penolakan
penggunaan jasa tanggung jawab
- Pernyataan - ForceMajeure
penolakan tanggung | - Daerah cakupan
jawab jaringan
- Tindakan
penghentian akses
Pasal-Pasal yang | Pasal 18 ayat (1) huruf a | Pasal 18 ayat (1) huruf a
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Dilanggar dang
Jumlah Klausula yang | 4 (empat) 2 (dua)
M elanggar

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kedua penyedia jasa mencantumkan
klausula baku untuk menyatakan penolakan tanggung jawab. Menurut penulis, hal
ini dilakukan oleh penyedia jasa karena disadari bahwa akan ada tanggung jawab
yang besar bila di kemudian hari terjadi kerugian pada konsumen yang berupa
terdapat gangguan pada saat koneksi, konten berbahaya yang diakses atau
dipublikasikan, juga bila terjadi kerugian/kerusakan pada konsumen. Ganti
kerugian bagi konsumen tidak dapat terduga besarnya, oleh karena itu klausula
baku sering digunakan oleh penyedia jasa mobile internet untuk mengalihkan
tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a, klausula baku yang menyatakan
pengalihan tanggung jawab merupakan suatu pelanggaran. Pengaturan ini sangat
diperlukan karena dalam pola hubungan pelaku usaha dengan konsumen,
konsumen kerap kali berada pada posisi yang lemah dan sering dirugikan.

XL juga melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g tentang klausula baku yang
menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku

usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

4.4 Akibat Hukum dari Pencantuman Klausula Baku

Akibat hukum dari pencantuman klausula baku diatur dalam Pasal 18 ayat
(3) UUPK, yang menyebutkan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan
oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi
hukum. Selain itu Pasal 1493 jo. 1494 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian
yang menyatakan penjual dibebaskan dari tanggung jawabnya adalah batal demi
hukum.

Walaupun telah diatur dalam UUPK bahwa klausula yang bertentangan
dengan Pasal 18 akan berakibat batal demi hukum. Namun pada prakteknya hal
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ini tidak berlaku secara otomatis. Upaya pembatalan harus didahului dengan suatu
upaya hukum.

Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 dapat dikenai sanksi
pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal
10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf &, huruf b, huruf c, huruf e,
ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

45 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Konsumen
Dalam hal terjadi sengketa konsumen, konsumen yang merasa dirugikan
dapat menggugat ganti kerugian melalui lembaga di luar peradilan maupun
lembaga di lingkungan peradilan umum.
UUPK membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 (dua) bagian,
yaitu:
1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:
a. Penyelesaian sengketa secara damai oleh pihak sendiri;
Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal
45 ayat (1) UUPK, tidek menutup kemungkinan dilakukannya
penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu
penyedia jasa mobile internet sebaga pelaku usaha dan konsumen
tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen,
dan sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK. Dari penjelasan Pasal
45 ayat (2) UUPK diketahui bahwa UUPK menghendaki bahwa pada
setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh
kedua belah pihak yang bersengketa sebelum para pihak memilih
untuk menyelesailkan sengketa mereka melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) atau badan peradilan. Penyelesaian
sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab
pidana. Bila upaya penyelesaan sengketa di luar pengadilan
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak
yang bersengketa, maka dapat diajukan gugatan melalui pengadilan.
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c. Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui
BPSK dengan menggunakan mekanisme konsiliasi, mediasi atau
arbitrase;

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan
untuk mencapal kesepakatan mengena bentuk dan besarnya ganti rugi
dan/atau mengenai tindakan tertentu utnuk menjamin tidak akan terjadi
kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita
konsumen. Penyelesaian sengketa dapat (bukan keharusan) ditempuh
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugas dan
wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 UUPK, yang diantaranya
meliputi peleaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa
konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, dan juga
dapat menjatunkan sanks administratif bagi pelaku usaha yang
melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku
usaha. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, serta pelaksanaan
atau penetapan eksekusinya harus meminta penetapan dari
pengadilan.**’

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan
tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Bahkan hasil putusan BPSK dapat dijadikan bukti permulaan bagi
penyidik.**®

Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) digjukan

konsumen secara lisan atau tertulis ke BPSK melalui Sekretariat BPSK

setempat.’® Jika konsumen berhalangan, maka permohonan dapat

digukan oleh ahli waris atau kuasanya® |Isi permohonan

37 Gunawan Widjaja dan Ahmad Y ani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Hal. 74.

%8 |bid., Hal. 73.

139 Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian

SengketaKonsumen, Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001, Pasal
15.

140 | pid.
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Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) memuat secara benar dan
lengkap mengenai:
a. ldentitas konsumen, ahli warisnya atau kuasanya disertai bukti
diri;
b. Namadan damat pelaku usahg;
Barang atau jasa yang dig ukan;
d. Bukti perolehan, keterangan tempat, waktu dan tanggd
perolehan barang atau jasa yang diajukan;
e. Saksi-saks yang mengetahui perolehan barang atau jasa, foto-
foto barang atau kegiatan pel aksanaan jasa, bila ada.'**
Alat-alat bukti yang dapat digunakan di Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK), terdiri dari:
a. Barang dan/atau jasa;
b. Keterangan para pihak;
c. Keterangan saksi dan/atau saksi ahli;
d. Surat dan/atau dokumen;
e. Bukti-bukti |ain yang mendukung.?
Dengan menggunakan pendekatan sistem UU  Perlindungan
Konsumen, maka sistem pembuktian yang digunakan di BPSK juga
sistem pembuktian terbalik.**
Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, serta pelaksanaan atau
penetapan eksekusinya harus meminta penetapan dari pengadilan.***
BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21
haru kerja setelah gugatan diterima*® Isi putusan Majelis BPSK tidak

berupa penjatuhan sanksi administratif jikaternyata hasil penyelesaian

141 | bid., Pasal 16.
192 |bid., Pasal 21.

3y usuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK: Teori dan Penegakan
Hukum, Hal. 13.

% Gunawan Widjajadan Ahmad Y ani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Hal. 74.

5 |ndonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal
55.
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sengketa konsumen, baik dengan cara konsiliasi atau mediasi, telah
dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen
dan pelaku usaha.**® Perjanjian tersebut dikuatkan dengan keputusan
Majelis BPSK. Dalam hal, hasil penyelesaian sengketa konsumen
dicapai melalui arbitrase, maka hasilnya dituangkan dalam bentuk
putusan Magelis BPSK, di mana di daamnya diperkenankan
penjatuhan sanksi administratif.

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Manakala upaya perdamaian telah gagal mencapai kata sepakat, atau para
pihak tidak mau lagi menempuh alternatif perdamaian, maka para pihak
dapat menempuh penyelesaian sengketanya melalui pengadilan. Setiap
konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga
yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha
atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
Dengan memerhatikan Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen
melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang
berlaku. Jadi dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui
pengadilan negeri, dilakukan seperti halnya mengajukan gugatan snegketa
perdata biasa, dengan menggukan tuntutan ganti kerugian baik
berdasarkan perbuatan melawan hukum, gugatan ingkar janji/wanprestas
atau keldaian dari pelaku usaha/produsen yang menimbulkan cedera,
kematian atau kerugian bagi konsumen.**’

Gugatan perdata ini digjukan melalui pengadilan negeri di tempat
kedudukan konsumen. Dengan berlakunya UUPK, sebagaimana diatur
dalam Pasal 23, maka konsumen yang akan mengaukan gugatan kepada
pelaku usaha, tidak menggukan gugatan melalui pengadilan negeri di
tempat kedudukan pelaku usaha yang menjadi tergugat, sebagaimana yang

18y usuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK: Teori dan Penegakan
Hukum, Hal. 45.

Y7 susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum
Acara Serta Kendala Implementasinya, Hal. 126-127.
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diatur dalam Pasal 118 HIR, tetapi digukan kepada pengadilan negeri di
tempat kedudukan konsumen sebagai penggugat.

Dengan berlakunya UUPK, ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 45 UUPK ini
merupakan lex specialis terhadap HIR/RBg. Sesuai dengan adagium “ lex
specialis derogate lex generalis’ , maka ketentuan khusus menyimpangkan
ketentuan umum, maka ketentuan Pasal 23 jo. Pasa 45 UUPK adalah
ketentuan acara yang harus diterapkan dalam rangka pengajuan gugatan
oleh konsumen kepada pelaku usaha. Terhadap putusan pengadilan negeri
tersebut dapat digukan banding dan kemudian kasasi, sebagaimana
perkara perdata biasa.'*®

148 |bid., Hal. 127.
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BAB 5
PENUTUP

51 Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan, pembahasan, dan analisis mengenai
klausula baku yang tercantum dalam syarat dan ketentuan berlangganan mobile
internet XL dan Smartfren pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan
menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat klausule-klausula baku yang melanggar Pasal 18 UUPK dalam
syarat dan ketentuan berlangganan mobile internet XL dan Smartfren.
Adapun klausula yang melanggar Pasal 18 UUPK dalam syarat dan
ketentuan berlangganan mobile internet XL adal ah:

a. (angka 10) XL tidak menjamin bahwa layanan XL Internet TIDAK
akan mengalami gangguan
b. (angka1ll) XL tidak akan bertanggung jawab atas setiap konten yang
diakses atau dipublikasikan dengan menggunakan Layanan XL
Internet
c. (angka 12) XL tidak bertanggung jawab atas setiap
kerugian/kerusakan pelanggan dalam menggunakan layanan XL
Internet
Klausula tersebut telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK tentang
larangan menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula
lainnya yang melanggar Pasal 18 UUPK adalah angka 5 yang menyatakan
bahwa “XL berhak untuk melakukan perubahan tarif, paket dan program
atas produk XL”. Klausula tersebut telah melanggar Pasal 18 ayat (1)
huruf g UUPK tentang larangan untuk menyatakan tunduknya konsumen
kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
Adapun klausula yang melanggar Pasa 18 UUPK dalam syarat dan
ketentuan berlangganan mobile internet XL adal ah:

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Devina Sagita Ratnaningtyas, FH Ul, 2012.



67

a (angka 9) Smartfren tidak bertanggung jawab terhadap: (@) id,
kebenaran, kerahasiaan dari dokumen/data yang dikirim/diterima
(unduh maupun unggah) oleh Pengguna melalui layanan akses data
Smartfren Connex; (b) kerugian Pengguna dan/atau pihak ketiga
yang timbul akibat penggunaan akses layanan Smartfren Connex,
atau akibat-akibat lain yang diadlami oleh Pengguna, bak akibat
langsung maupun tidak langsung.

b. (angka 15) Smartfren tidak bertanggung jawab atas tidak
terpenuhinya tingkat layanan akses data Smartfren Connex atau
berkurangnya kualitas layanan akses data Smartfren Connex atas
penggunaan perangkat modem atau perangkan telekomunikasi
lainnya selain yang diinformasikan oleh Smartfren.

Klausula tersebut telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a tentang
larangan menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha

. Akibat hukum dari pencantuman klausula baku diatur dalam Pasal 18 ayat
(3) UUPK, yang menyebutkan bahwa setigp klausula baku yang telah
ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan
ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Namun pada prakteknya hal ini tidak berlaku secara otomatis. Upaya
pembatalan harus didahului dengan suatu upaya hukum.

Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 dapat dikenal
sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) yaitu dipidana dengan
pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

. Daam ha konsumen menderita kerugian akibat pencantuman klausula
baku yang dilarang, konsumen dapat menggugat ganti kerugian baik
melalui lembaga di luar peradilan maupun lembaga di lingkungan
peradilan umum. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan

secara damai antara penyedia jasa mobile internet dengan konsumen. Bila
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kesepakatan gagal dicapai melalui upaya dama, maka penyelesaian
sengketa dapat dilakukan melalui lembaga di luar peradilan (Badan
Penyel esaian Sengketa Konsumen) dengan metode arbitrase, mediasi, atau

konsiliasi, atau melalui lembaga di lingkungan peradilan umum.

5.2 Saran

1. Peaku usaha hendaknya menjalankan usahanya dengan iktikad baik, yaitu
dengan tidak bermaksud merugikan konsumen dan mengalihkan tanggung
jawab. Hak konsumen adalah kewagjiban pelaku usaha, begitu pula
sebaliknya hak pelaku usaha adalah kewagjiban konsumen. Hukum
perlindungan konsumen dan UUPK memang melindungi konsumen,
namun tidak bermaksud untuk mematikan pelaku usaha. Hukum
perlindungan konsumen dan UUPK juga melindungi pelaku usaha yang
beriktikad baik dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

2. Konsumen diharapkan dapat berperan aktif dalam memperjuangkan hak-
haknya. Upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan
konsumen tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Konsumen pun dapat turut
serta dengan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di
pasar. Konsumen dapat berperan aktif untuk memperjuangkan haknya
dengan melakukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam
UUPK.

3. Pembinaan dan pendidikan di bidang perlindungan konsumen tetap harus
menjadi agenda utama agar konsumen dapat memahami hak dan
kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Juga agar konsumen dapat berperan aktif dalam memperjuangkan haknya
sebagal konsumen.
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Syarat & Ketentuan Internet'*®

1. Paket Internet pelanggan akan otomatis diperpanjang selama:

o Pulsa (prabayar)/ batas pemakaian (pascabayar) pelanggan masih
mencukupi;

o Kartu kredit yang digunakan untuk pembayaran tagihan pascabayar tidak
terblokir;

o Pelanggan tidak berhenti berlangganan/STOP;

o Kartu dalam masa aktif.

2. XL tidak memberikan jaminan terhadap kecepatan yang diterima
pelanggan. Dikarenakan kecepatan yang didapatkan oleh pelanggan
bergantung kepada banyak faktor, diantaranya, ketersediaan jaringan,
faktor topografi, kepadatan penduduk, ketebalan dinding bangunan, jenis
perangkat telekomunikasi yang digunakan, waktu
pemakaian/penggunaan Layanan XL, jumlah pengguna Layanan XL,
kedekatan pelanggan terhadap lokasi BTS/antena terdekat dan faktor-
faktor lainnya.

3. Pelanggan menyadari sepenuhnya bahwa kecepatan akses internet
dapat bervariasi tergantung pada cakupan jaringan, sambungan internet
global (untuk situs global), lokasi, peralatan serta paket dan tarif yang
pelanggan pilih.

4. Paket Internet berlaku secara Nasional selama jaringan XL tersedia,
kecuali untuk beberapa paket promo yang hanya berlaku di area tertentu.

5. XL berhak untuk melakukan perubahan tarif, paket dan program atas
produk XL

6. Harga Paket Internet termasuk PPN.

7. Perpanjangan di lakukan pada jam 00.00 WIB

8. Jika gagal pada saat perpanjangan, maka pelanggan akan secara
otomatis dikenakan biaya tarif GPRS normal/tariff dasar pemakaian

internet (APN internet)

149 Syarat dan Ketentuan Internet, http://www.xl.co.id/SyaratdanKetentuan/Internet
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XL berhak untuk menghentikan penggunaan jasa internet apabila
terdapat penggunaan yang berlebihan menurut kebijakan XL.

XL tidak menjamin bahwa layanan XL Internet TIDAK akan mengalami
gangguan.

XL tidak akan bertanggung jawab atas setiap konten yang diakses atau
dipublikasikan dengan menggunakan Layanan XL Internet.

XL tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian / kerusakan pelanggan
dalam menggunakan layanan XL Internet.

Kecepatan layanan yang akan diperoleh pelanggan (download dan
upload), akan tergantung pada paket yang Pelanggan gunakan pada saat
itu.

Untuk berhenti berlangganan bisa dilakukan dengan mengirimkan sms

STOP ke 868.
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Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berlangganan Paket Data/lnternet

Smartfren Connex**®

1. Paket Internet Smartfren Connex (“Smartfren Connex”) adalah layanan akses
data/internet (mobile broadband) melalui jaringan telekomunikasi Smartfren (800Mhz dan
1900Mhz) yang dapat dinikmati Pengguna dan pemakai Smartfren (“Pengguna”) pasca
bayar dan prabayar, berdasarkan: (a) pilihan jumlah volume data yang dapat diunduh
(download) atau diunggah (upload), atau (b) pilihan kecepatan akses data hingga
kecepatan tertentu.
2. Smartfren menawarkan 2 (dua) jenis layanan akses data Smartfren Connex, yaitu: (a)
Smartfren Connex Unlimited; dan (b) Smartfren Connex Volume Base. Informasi, syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan layanan kedua layanan data tersebut, dijelaskan berikut
di bawah ini.
3. Smartfren Connex Unlimited

3.1 Smartfren Connex Unlimited adalah layanan akses data/internet, dimana Pengguna dapat
melakukan akses data/internet dengan kecepatan akses data hingga kecepatan tertentu dalam
jangka waktu tertentu (“Masa Aktif”), tanpa ada pembatasan jumlah atau volume data yang dapat
diakses.

3.2 Smartfren menawarkan 3 (tiga) jenis layanan akses data Smartfren Connex Unlimited, yaitu:
(1) Smartfren Connex True Unlimited; (2) SmartFren Connex Unlimited (Special Program); dan (3)
Smartfren Connex Postpaid Unlimited. Penjelasan mengenai kecepatan akses data, tarif (harian,
mingguan atau bulanan), paket akses data, dan ketentuan lain dari masing-masing layanan akses
data Smartfren Connex Unlimited tersebut dapat dilihat pada www.smartfren.com.

3.3 Untuk menjaga kualitas layanan Smartfren Connex Unlimited dan menjaga kesetaraan
kualitas layanan akses data bagi semua Pengguna Smartfren, bila volume data/internet yang telah
diakses (unduh maupun unggah) oleh Pengguna (Smartfren Connex Unlimited (Special Program)
dan Smartfren Connex Postpaid Unlimited) telah mencapai jumlah atau volume data tertentu dalam
1 (satu) hari, maka kecepatan akses data/internet Pengguna akan disesuaikan hingga kecepatan
153,6 kbps (Fair Usage Policy / FUP). Kecepatan akses tersebut akan kembali ke kecepatan
semula pada hari berikutnya. Informasi mengenai jumlah/volume akses data harian yang dikenakan
penyesuaian akses data dapat dibaca di www.smartfren.com. Pengguna dapat mengetahui volume
data/intenet yang telah diakses dengan cara menghubungi customer care Smartfren di call centre

24 jam di 888 dari nomor Smartfren Anda atau 021 50100000 dari PSTN atau 08811223344 .

3.4 Pengguna yang terkena ketentuan penyesuaian kecepatan akses data/internet pada butir 3.3

di atas (H+0), dapat menikmati kembali kecepatan akses data/internet berdasarkan paket

150 Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berlangganan Paket Data/l nternet Smartfren

ConneX, http://www.smartfren.com/data/syarat.html
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Smartfren Connex Unlimited yang dipilih Pengguna sejak pukul 03.00 di hari berikutnya (H+1),
dengan terlebih dahulu memutuskan sambungan internet (disconnect) sebelum pukul 03.00 (H+1),
dan kemudian menyambungkan kembali sambungan internet setelah pukul 03.00 (H+1).

3.5 Pengguna Smartfren Connex True Unlimited dapat menikmati layanan akses data/internet
tanpa terkena ketentuan penyesuaian kecepatan akses data.

3.6 Untuk menjaga kesinambungan layanan data bagi Pengguna Smartfren Connex True
Unlimited Premium bulanan, pada akhir masa berlangganan paket bulanan Smartfren Connex True
Unlimited Premium, paket data Premium ini akan diperpanjang secara otomatis ("Auto Renewal”),
sepanjang Pengguna memiliki pulsa sebesar tarif bulanan paket Smartfren Connex True Unlimited
Premium bulanan. Fitur Auto Renewal ini dapat di-nonaktifkan dengan cara menonaktifkan layanan
Smartfren Connex dengan mengirimkan SMS ke 123 dengan pesan "Connex(spasi)off” sebelum
berakhirnya masa paket data Premium bulanan. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai fitur Auto
Renewal ini, Pengguna dapat menghubungi customer care Smartfren di call centre 24 jam 881 dari
nomor Smart Anda] atau 888 dari nomor Fren Anda.

3.7 Informasi mengenai Smartfren Connex True Unlimited, dapat dilihat selengkapnya di
www.smartfren.com .

4. Smartfren Connex Volume Base

4.1 Smartfren Connex Volume Base adalah layanan akses data/internet dimana Pengguna dapat
memilih atau mengatur pemakaian akses data/internet sesuai atau berdasarkan dengan: (a) limit
volume data/quota data tertentu; dan (b) Masa Aktif. Pengguna Smartfren Connex Volume Base
dapat menikmati kecepatan akses unduh (download) hingga 3,1 Mbps dan kecepatan akses
unggah (upload) hingga 1,8 Mbps.

4.2 Informasi mengenai pilihan Masa Aktif (harian, mingguan atau bulanan), jenis paket data,
tarif, jumlah volume data dan ketentuan lain dari masing-masing layanan akses data Smartfren
Connex Volume Base tersebut dapat dilihat pada www.smartfren.com .

4.3 Untuk Pengguna Prabayar Smartfren, tarif paket data yang dipilih Pengguna akan
diperhitungkan dengan pulsa Pengguna setelah registrasi aktifasi paket Smartfren Connex Volume
Base berhasil dilakukan. Untuk Pengguna Pascabayar, tarif paket data yang dipilih Pengguna akan
diperhitungkan dengan sisa batas kredit Pengguna, dimana Pengguna akan menyelesaikan
tagihan jasa telekomunikasi pada tanggal jatuh tempo tagihan pembayaran jasa telekomunikasi.

4.4 Pengguna yang tertarik untuk memilih SmartFren Connex Volume Base, dapat mengaktifkan
layanan akses data ini dengan mengikuti langkah-langkah sebagaimana dijelaskan di
www.smartfren.com.

4.5 Masa Aktif untuk paket layanan akses data Smartfren Connex Volume Base adalah Masa
Aktif sesuai dengan paket akses data yang dipilih oleh Pengguna sebagaimana tersebut pada
www.smartfren.com, sepanjang quota volume belum tercapai. Dalam hal quota volume data yang
dipilih telah tercapai, agar Pengguna dapat tetap melakukan akses data/internet, Pengguna dapat

memilih pengaktifan paket-paket Smartfren Connex yang ditawarkan.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Devina Sagita Ratnaningtyas, FH Ul, 2012.



76

5. Tarif Smartfren Connex berlaku untuk penggunaan layanan akses data/internet,
sedangkan panggilan keluar (voice call), pengiriman Short Message Service (SMS)
dan/atau jasa telekomunikasi lainnya akan dikenakan tarif yang berlaku untuk masing-

masing jasa telekomunikasi tersebut.

6. Pengguna yang telah mengaktifkan layanan akses data Smartfren sebelum tanggal 1
Mei 2011, dapat menikmati layanan akses data SmartFren Connex True Unlimited
maupun SmartFren Connex Volume Base tanpa dikenakan biaya registrasi apapun.
Namun, apabila Pengguna tersebut ingin menikmati paket SmartFren Connex Special
Program Unlimited, Pengguna disyaratkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu
dan dikenakan biaya registrasi (one time) sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu Rupiah).
Bagi Pengguna prabayar, biaya registrasi ini akan diperhitungkan pada pulsa yang
dimiliki oleh Pengguna, sedangkan bagi Pengguna pascabayar, biaya registrasi ini akan

ditagihkan kepada Pengguna pada tagihan jasa telekomunikasi bulan berikutnya.

7. Pengguna tidak diperkenankan untuk mengalihkan, menjual dan atau

memindahtangankan layanan Smartfren Connex kepada pihak manapun.

8. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan layanan akses data
Smartfren Connex termasuk tetapi tidak terbatas pada tagihan-tagihan yang timbul akibat
pemakaian yang dilakukan oleh Pengguna dan/atau oleh pihak ketiga dengan alasan
apapun. Dalam hal Nomor Pengguna hilang atau disalahgunakan oleh pihak ketiga,
Pengguna dapat segera mengajukan blokir atau penutupan atas layanan Smartfren
Connex dengan menyampaikan permintaan blokir atau penutupan secara tertulis kepada

SmartFren.

9. Smartfren tidak bertanggung jawab terhadap: (a) isi, kebenaran, kerahasiaan dari
dokumen/data yang dikirim/diterima (unduh maupun unggah) oleh Pengguna melalui
layanan akses data Smartfren Connex; (b) kerugian Pengguna dan/atau pihak ketiga
yang timbul akibat penggunaan akses layanan Smartfren Connex, atau akibat-akibat lain

yang dialami oleh Pengguna, baik akibat langsung maupun tidak langsung.

10. Pengguna Smartfren yang tidak mengaktifkan paket Smartfren Connex pada akhir
Masa Aktif, tetap dapat melakukan akses data dengan kecepatan akses unduh
(download) hingga 3,1 Mbps dan kecepatan akses unggah (upload) hingga 1,8 Mbps,
dengan tarif akses data reguler sebesar tarif yang berlaku sebagaimana disebutkan pada

www.smartfren.com.
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11. Untuk memeriksa status aktifasi Smartfren Connex, Pengguna dapat menggunakan
fitur pengecekan status Smartfren Connex melalui fasilitas sebagaimana tercantum pada
panduan penggunaan layanan Smartfren Connex yang terdapat pada paket kartu
perdana (starter pack) atau bundling modem Smartfren Connex atau dengan mengakses

informasi sebagaimana tersebut pada website Smartfren di www.smartfren.com.

12. Kualitas layanan akses data/internet dapat mengalami penurunan apabila terjadi
bencana alam, kebakaran, sabotase, perang, atau keadaan-keadaan lain yang terjadi di

luar kekuasaan atau kendali Smartfren (force majeure).

13. Dari waktu ke waktu, Smartfren dapat melakukan perawatan atau perbaikan jaringan
telekomunikasi, baik secara rutin atau insidentil. Smartfren akan berusaha agar

perawatan atau perbaikan tersebut tidak mengurangi kualitas layanan akses data.

14. Smartfren Connex akan berfungsi sangat baik bila Pengguna melakukan akses data
di daerah yang telah tercakup (coverage area) oleh jaringan layanan jasa telekomunikasi

yang sudah memakai teknologi layanan Smartfren EVDO (Evolution Data Optimized).

15. Pengguna dapat menikmati akses internet/data Smartfren Connex dengan
mengunakan perangkat modem atau perangkat telekomunikasi lainnya yang
teknologinya mendukung (support) layanan akses data sesuai dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan yang berlaku. Smartfren akan menginformasikan perangkat-
perangkat yang teknologinya mendukung (support) layanan akses adata tersebut,
sebagaimana dapat diketahui Pengguna melalui website Smartfren. Smartfren tidak
bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya tingkat layanan akses data Smartfren Connex
atau berkurangnya kualitas layanan akses data Smartfren Connex atas pengunaan
perangkat modem atau perangkat telekomunikasi lainnya selain yang diinformasikan oleh

Smartfren.

16. Informasi mengenai daerah cakupan jaringan EVDO tersedia pada website
Smartfren di www.smartfren.com dan/atau dapat menanyakan secara langsung kepada
customer care Smartfren di call centre 24 jam di 888 dari nomor Smartfren Anda atau 021
50100000 dari PSTN atau 08811223344.

17. Pengguna yang bermaksud untuk mempergunakan paket akses data Smartfren
Connex namun berada di luar wilayah jangkauan (coverage area) jaringan Smartfren

EVDO, Pengguna tetap dapat menikmati layanan teknologi 1X, dengan kecepatan akses
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unduh (download) hingga 153,6 Kbps dan kecepatan ungah (upload) hingga 128 Kbps,
sepanjang Pengguna berada di wilayah yang telah terjangkau (coverage area) oleh

jaringan Smartfren dengan tekhnologi 1X.

18. Ketentuan penyesuaian kecepatan akses data akan dibelakukan pada Pengguna
yang memakai layanan akses Smartfren Connex di luar batas kewajaran atau berlebihan
yang dapat mengganggu kenyamanan Pengguna lain dalam melakukan akses data,
termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan perangkat lunak dan/atau aplikasi untuk
melakukan upload dan/atau download file dengan volume/jumlah yang berlebihan secara

bersamaan.

19. Pemakaian akses data yang berlebihan dapat juga disebabkan oleh pengiriman e-
mail ke penerima dalam jumlah di luar batas kewajaran/berlebihan/spam, virus, hacking
atau malwares lain yang mungkin sudah berada di dalam perangkat yang digunakan oleh
Pengguna, yang mana kegiatan ini mungkin tidak diketahui atau tidak dikenali dan dapat
beroperasi di belakang aktifitas akses datal/internet Pengguna, dan Pengguna wajib
mengambil semua tindakan pencegahan dan tindakan yang diperlukan untuk
memastikan bahwa kegiatan di atas dapat dikendalikan dan diminimalkan setiap saat,
termasuk memiliki atau selalu melakukan pemuktakhiran (up date) antivirus.

20. Smartfren dapat melakukan tindakan tertentu namun tidak terbatas kepada
penghentian akses data Pengguna secara sementara maupun permanen ataupun
melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu yang dikarenakan penggunaan layanan
akses data oleh Pengguna yang melanggar salah satu dan/atau beberapa ketentuan dari
syarat dan ketentuan ini. Peraturan/hukum yang berlaku, maupun penggunaan layanan
Smartfren ConneX diluar batas kewajaran, termasuk tapi tidak terbatas pada penyebaran
(broadcast) pesan/surat elektronik dalam jumlah di luar kewajaran secara bersamaan

(spamming).

21. Pengguna dapat melakukan akses data (unduh maupun unggah) dengan kecepatan

maksimal tertentu sesuai dengan jenis paket akses data yang dipilih oleh Pengguna.

22. Jaringan telekomunikasi yang dipergunakan untuk layanan akses data Smartfren
Connex adalah jaringan telekomunikasi yang telah dibangun dan dioperasikan oleh
Smartfren di Indonesia. Mengingat sifat dan tekhnologi dari jaringan telekomunikasi
seluler, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan bervariasinya kecepatan akses

data Smartfren Connex, termasuk tapi tidak terbatas pada:
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a. cakupan jaringan (coverage area) di lokasi Pengguna/pemakaian akses data/internet; dan

b. waktu pemakaian akses data/internet; dan

c. kondisi geografis di lokasi Pengguna/pemakaian akses data/internet; dan

d. jenis perangkat telekomunikasi yang dipergunakan untuk mengakses data/internet; dan

e. struktur dan/atau lokasi bangunan dimana Pengguna melakukan akses data/internet; dan

f. jumlah pengguna jaringan akses data/internet di daerah sekitar lokasi
Pengguna/pemakaian akses data/internet; dan

g. besaran jumlah data yang sedang diakses pada waktu tertentu; dan

kondisi cuaca .

23. Sehubungan dengan pemakaian akses data/internet melalui Smartfren Connex,
Pengguna setuju dan menjamin tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat
merugikan pihak manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan yang
mengganggu atau merusak suatu jaringan telekomunikasi mauapun elektronik, perangkat
atau sistem komputer pihak manapun, melakukan pengiriman pesan-pesan termasuk e-
mail secara berulang-ulang dengan tidak bertanggung jawab, memalsukan e-mail header
atau metode tidak sah lainnya yang digunakan dengan tujuan memalsukan identitas
Pengguna atau pengguna lainnya atau untuk maksud tidak sah lainnya, melakukan
pelanggaran hak milik intelektual, melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-
norma kesusilaan, Suku Agama Ras Antar golongan (SARA), penggunaan peer-to-peer
file sharing yang berlebihan, penggunaan machine-to-machine application yang
berlebihan atau tindakan-tindakan lain yang akan menganggu kenyamanan Pengguna
lain, dan/atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan
perundangan di Indonesia peraturan atau hukum yang berlaku di wilayah Republik

Indonesia dari waktu ke waktu.

24. Dalam hal terjadi perbedaan atas data pemakaian layanan akses datalinternet,
pemilihan paket atau tagihan penggunaan layanan internet oleh Pengguna, maka data
yang digunakan adalah data yang terdapat di Smartfren, kecuali dapat dibuktikan dengan

memberikan dokumen yang benar dan sah.

25. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berlangganan Paket Data/Internet Smartfren
Connex ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan berlangganan jasa telekomunikasi pasca bayar
Smartfren (post paid) dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berlangganan jasa

telekomunikasi pra bayar Smartfren (pre paid).

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Devina Sagita Ratnaningtyas, FH Ul, 2012.



	Halaman judul
	Abstrak
	Daftar isi
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Kesimpulan dan Saran
	Daftar pustaka
	Lampiran

